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PUTUSAN
Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXXXX XXXXXX XXXxX, tempat kediaman di KOTA PALU,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Uhut Hutapea, SH.,
dan Hj. Nurhana, SH, dan Jihan Syaira Zaiful, S.H.
Ketiganya adalah Advokat yang berkantor di Advokat dan
Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat,
HUTAPEA & PARTNERS beralamat di Jalan Pattimura
Lorong Maesa NO. 3, XXXXXXXXX XXXX XXXXX, Kecamatan

Palu Timur, xxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
XXXXXXX XXXXXX XXXXX, tempat kediaman di KOTA PALU,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sjaifuddin
Syam, S.H., M.H. dan Lisnhawati, S.H. keduanya adalah
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
“SJAIFUDDIN SYAM, SH.MH. & REKAN”, beralamat di
Jalan Sultan Alauddin Blok I.B No0.18, Kelurahan Silae,

XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXX, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
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alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

'bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

-]
3fu patla tanggal 16 September 2021 dengan register perkara
/

86/2021/PA.PaI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
pErmohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal
ebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah
menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam,
yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2014 dan perkawinan
tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX
XXxXxxX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/29/X/2014;
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman
rumah Pemohon di JI. Jalur Gaza Il Blok A 1 No. 1 RT/RW 003/002
XXXXXXXXX XXXXXXXK, XXXXXXXXK XXXXXXX XXXX XXXX, Provinsi Sulawesi
Tengabh.

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai
seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang
lahir pada tanggal 31 Agustus 2015;

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam perkawinan tidak
cukup lama, hal ini disebabkan Termohon sering mengambil
keputusan sendiri tanpa melibatkan atau meminta ijin terlebih dahulu
kepada Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga, karena itu Pemohon
merasa sangat tidak dihargai dan Termohon juga sering mengeluarkan
uang secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon dan
yang paling tidak dapat diterima dan sangat mengecewakan Pemohon
adalah Termohon membuat semua harta yang ada diatas namakan
kenama Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan
Kepala Rumah Tangga;
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melaporkan Pemohon kepada Pimpinan atau atasan Pemohon

(Gubernur dan Sekprov) di Kantor sehingga Pemohon berulangkali
diperiksa baik oleh Pimpinan maupun oleh bidang Kepegawaian (BKD)
Provinsi Sulteng, serta Termohon juga melaporkan Pemohon ke Polisi
yang pada akhirnya laporan tersebut dicabut dengan tuduhan
melakukan perselingkuhan;

7. Bahwa tuduhan-tuduhan Termohon itu semuanya tidak dapat terbukti,
namun reputasi dan kehormatan Pemohon di mata masyarakat sudah
tercemar dan karir pemohon menjadi terancam akibat perbuatan
Termohon, karena itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
mungkin untuk hidup Bersama lagi;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah serta kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan (Pasal 1Undang-undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan), sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

9. Bahwa proses perceraian Pemohon juga telah diperiksa oleh Pimpinan
Pemohon dan telah diberikan ijin untuk melakukan perceraian melalui
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 873.4/0464/BKD,

Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXX.,
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memberikan hak kepada Pemohon wuntuk bertemu anak
XXXXXXXXXXXXXXXXX minimal dalam seminggu 3 (tiga) kali;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam
status sebagai seorang XXXXXXX XXXXXX XXXxX, Pemohon telah
memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor
873.4/0464/BKD tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon

untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H.
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H.) tanggal 11 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak

fipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap
dithaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A.DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;

2. Bahwa sebelum lebih jauh Termohon menjawab dalil-dalil
permohonan cerai talak Pemohon yaitu mengenai identitas
Pemohon yang tidak mencantumkan pekerjaan dan jabatan serta
tugas diluar yang sengaja disembunyikan, olehnya itu Termohon
(istri)  memberikan identitas yang sebenarnya adalah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :

2.1. Pemohon adalah Pegawai Negeri (PNS) Kesehatan ;

2.2. Pemohon sebagai pejabat Direktur Rumah Sakit Madani
milik Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2017 hingga
sekarang ;

2.3. Pemohon sebagai Dosen Pengajar di Untad Palu ;

2.4. Pemohon sebagai Dokter Rumah Sakit Madani milik
Propinsi Sulawesi Tengah ;

3. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam keberatannya
adalah kesemuanya tidaklah benar adanya, kiranya Majelis Hakim
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periksa perkara ini, tidak terkecoh oleh dalil dan dalih

aka dengan ini Termohon perlu mengemukakan hal-

bada tanggal 25 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/29/X/2014

tanggal 25 Oktober 2014 adalah hal tersebut tanggal tidak
benar dan yang sebenarnya adalah tanggal 26 Oktober
2014;

3.2. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 2 (dua) halaman 2
(dua) mengenai Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman
rumah Pemohon...dst, hal tersebut adalah tidak benar
karena rumah tersebut yang ditempati Termohon dengan
anak perempuan yang bernama Salwa Fibula Mumtazah
Parampasi merupakan kediaman bersama dan dibeli
semasa perkawinan serta surat atas nama Termohon ;

3.3. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun-rukun saja layaknya seorang suami isteri sesuai
dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam
Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, hingga dikarunai 1 (satu) orang anak
perempuan yang bernama : Salwa Fibula Mumtazah
Parampasi, umur 6 Tahun ;

4. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 4 (empat) halaman 2 (dua)
mengenai kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam
perkawinan tidak cukup lama, hal ini disebabkan Termohon sering
mengambil keputusan....dst, hal tersebut tidaklah benar olehnya
itu Termohon memberikan fakta sebenarnya yaitu :
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bnai  kebahagian yang dirasakan Pemohon dalam
nan tidak cukup lama, hal tersebut ulah Pemohon
{karena telah memiliki selingkuhan dengan Pr.Alfina
Mang dahulu satu kantornya di Rumah Sakit Madani
si Sulawesi Tengah dan Pemohon ingin bebas ;

“fersebut tidaklah benar karena Termohon setiap mengambil
keputusan harus dimusyawarakan terlabih dahuluantara
Termohon dengan Pemohon dan disetujui Pemohon ;
c. Bahwa mengenai uang yang dikeluarkan Termohon dan harta
semua atas nama Termohon, hal tersebut tidak benar uang
yang dimaksud tidak mengerti dan uang yang mana 7?7,
mengeluarkan untuk apa jika disembunyi ???. kemudian harta
diatas namakan Termohon itu persetujuan Pemohon sendiri ;
5. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 5 (lima) halaman 2 (dua)
mengenai berulangkali Pemohon menasehati dan memberikan
pengertian agar dapat menghargai dan menghormati...dst, Bahwa
dalil dalam posita pemohon hanya memutar balikkan fakta yang
sebenarnya, oleh itu Termohon akan memberikan fakta yang

seberanya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai Pemohon berulangkali Pemohon
menasehati dan memberikan pengertian, hal tersebut dalil
Termohon tidak dipahami dan mengerti, pertanyaan apa yang
di nasehati dan apa yang harus dimegerti, Apakah yang
dimaksud Termohon itu mengenai perselingkuhan Pemohon
dengan 2 orang perempuan yaitu bernama 1. xxxxxxxx, 2.
XXXXXXXXXXXXXXX jawabannya hanya Pemohon yang harus
menjelaskan ;

b. Bahwa mengenai Pemohon dapat menghargai dan
menghormati, hal tersebut termohon sangat menghargai
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etapi tidak. Dan jika Termohon tidak menghargai dan
flormati Pemohon sudah barang tentu Termohon

amum Termohon masih tetap menghargai dan masih punya

hati nurani serta etika karena Pemohon seorang Pejabat

Publik. Dan jika Pemohon menantang Termohon agar

melakukan  penggerebekan  maka  Termohon  akan

melakukannya ;

c. Bahwa mengenai Termohon melakukan perlawan hal tersebut
wajar karena perempuan siapa yang mau suaminya sering
selingkuh dan hal tersebut Pemohon/Suami telah
bertentangan dan  melanggar “Taklik Talak” dan
bertantangandalam Kompilasi Hukum Islam “Kewajiban Suami
Pasal 80 ayat(2) “Suami wajib memberikan pendidikan agama
kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar
pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa dan bangsa” ;

d. Bahwa megenai pisah meja rajang 2 tahun lebih, hal tersebut
tidak benar adanya, yang benar pisah tempat tinggal agar
Pemohon lebih leluasa bersama dengan selingkuhannya
Pr.Fhadalna yang sudah serumabh ;

6. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 6 (enam) dan 7 (tujuh)
halaman 2 (dua) megenai Termohon melaporkan kepada pimpinan
Pemohon (Gubernur dan Sekprov) juga di Badan Kepegawaian
(BKD) Propinsi Sulawesi Tengah..dst, hal tersebut Termohon
lakukan agar Pemohon bisa sadar dan berubah karena Pemohon
adalah selain Direktur Rumah Sakit Madani dan juga sebagai
Pablik Figur dan khususnya Termohon merasa malu setiap
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itu teman-teman dan keluarga menyampaikan bahwa
erselingkuh dengan Pr.Alfina Deu yang nota bene
ffRumah Sakit Madanipada saat itu; --

afi laporan Termohon baik kepada Gubernur dan (BKD)
Sulawesi Tengah di proses dan terbukti Pemohon

Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 8 (delapan) halaman 2
(dua) mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon sulit dibina...dst, hal tersebut tidalah benar justru akibat
ulah Pemohon sendiri karena ingin menikah lagi dengan
selingkuhannya sekarang yang notabene adalah (PERAWAT) di
Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengan atas nama
Pr.Fhadalna. ;

8. Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 9 (sembilan) halaman 3
(tiga) mengenai proses percaraian Pemohon yang telah diberikan
ijin cerai melalui Keputusan Gubernur Sulawasi Tengah Nomor :
873.4/0464/BKD, Tentang Pemberian lIzin Perceraian.....dst, hal
tersebut menurutTermohon ada keanehan dimana Termohon tidak
pernah diperiksa atau dipanggil oleh pihak Badan Kepegawaian
Daerah Sulawesi Tengah dan hal tersebut merasa aneh
penerbitannya dan Termohon akan mengecek ljin tersebut baik
kepada BKD, Gubernur dan jika perlu akan menguji ljin Cerai
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena syarat
Perceraian PNS Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2020 yaitu ;

. Permohonan Izin Cerai kepada Pejabat Ybs ;

. Rekomendasi dari Kepala SKPD Ybs ;

. Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Ybs ;

. Surat Keterangan dari BP4 ;

. Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai Rp.10.000,- ;

. Foto Copy Surat Nikah ;

o 00 A WN P
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bs, 4.Surat Keterangan dari BP4 dan 5.Kesepakatan Cerai
suami istri Asli bermaterai Rp.10.000 ;

9. Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 10 (sepuluh) halaman 3
(tiga) mengenai Hak Asuh Anak perempuan yang bernama :
Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun dan Pemohon
meminta bertemu 3 (tiga) kali seminggu...dst, hal tersebut
Termohon memberikan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai Hak Asuh anak yang bernama Salwa Fibula
Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun, Termohon melalui
Majelis Hakim Yang memeriksa ditetapkan Termohon sebagai
Pengasuh dengan pertimbangan sebagai berikut :

(1). Bahwa sejak anak lahir hingga sekarang tidak pernah
pisah dengan Termohon dan Pemohon sejak
meninggalkan rumah jarang melihat atau menjenguk
anaknya, serta menelponpun dalam sebulan sekali
belum tentu ada dan menayakan kabarnya ;

(2). Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya ;

b. Bahwa permintaan Pemohon menjengkuk 3 kali seminggu,
permintaan tersebut Termohon hanya memberi setiap
minggunya jika anak lagi libur sekolah dengan pertimbangan
phisikologis dan perkembangan anak jika dewasa ;
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perkembangan anak-anak dikemudian hari apalagi Salwa Fibula
Mumtazah Parampasi adalah anak Perempuan dan akan
mempengaruhi kehidupannya setiap hari disekolah jika teman-
temannya menanyakan dimana Bapakmu Salwa” ;

Olehnya itu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
dapat mengupayakan dan mengetuk hati Pemohon melalui
Penasehatnya dan khususnya Pemohon jika masih punya hati
Nurani dikarenakan anaknya yang sekarang adalah perempuan
dan perceraian pertama anak seorang laki-laki karena Pemohon
sudah 2 kali mengajukan cerai di Pengadilan Agama Palu ini ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang
sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan
terhadap Pemohon Konpensi dalam kedudukanya sekarang
sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi,
mohon dipandang telah dikemukakan dan termasuk dalam dalil
gugatan ini ;

3. Bahwa sebelum Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan
kepada Tergugat Rekonpensi berdasarkan Kompilasi Hukum
Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat
Talak Pasal 149 dan Pasal 152 serta tuntutan hak sepertiga gaji
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diatur dalam PP Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan
kan PP.No:45 Tahun 1990 yaitu :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib:a.memberikan mut'ah,
b.memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada
bekas isteri selama dalam iddah ;

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah
dari bekas suaminya ;

- Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu :

a. Ayat (1) : Apabila perceraian terjadi atas kehendak
XXXXXXX  XXXXXX  XXXXX pria maka wajib ia
menyerahkan sebagian gajinya untuk
penghidupan bekas istri dan anak ;

b. Ayat (2) : Sepertiga untuk XXXXXXX XXXXXX XXXXX pria yang
bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya,
dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;

4. Bahwa untuk mendukung gugatan Rekonpensi Penggugat dengan
ini memberikan acuan sumber pendapatan tetap sebagai PNSGol

IVb dan pendapatan tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit

Madani Propinsi Sulawesi Tengahdari Tergugat Rekonpensi

selama menjadi istri yang sah adalah sebagai berikut :

4.1. Adapun penghasilan tetap Tergugat Rekonpensi sebagai
Gaji PNS Gol IVbselama hidup bersama antara Pengugat
Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu :

a. Penghasilan Gaji PNS Gol IVb di Rumah Sakit Madani
Propinsi  Sulawesi Tengah sebesar perbulannya
Rp.5.755.700,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh
ratus rupiah) dan gaji Tergugat Rekonpensi selama
meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei
2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29
bulan X Rp.5.755.700 = Rp.166.915.300,- (seratus enam
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jangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai PNS Gol
Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah

'dan TPP Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan
Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d
Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29 bulan X
Rp.7.700.000 = Rp.223.300.000,- (dua ratus dua puluh
tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
Total Gaji PNS Gol Ivb + Tunjangan Penghasilan Pegawai
selama 29 bulan adalah Rp.390.215.300,- (tiga ratus
sembilan puluh juta dua ratu lima belas ribu tiga ratus
rupiah);

4.2. Adapun penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi baik
sebagai Jasa Umum Direktur, Jasa Umum Dokter, Insentif
Covid 19 sebagai Direktur, Insentif Covid 19 sebagai Dokter
Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama
pandemi Covid 19 dan penghasilan tambahan BPJS sebagai
Direktur serta sebagai Dosen Pengajar di Universitas
Tadulako Palu Fakultas Kedokteran diantaranya sebagai
berikut :

a. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa
Umum sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi
Sulawesi Tengah selama hidup bersama antara Pengugat
Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan sebelum
Cofid 19 kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun

2021 vyaitu 29 bulan, jadi total dari 29 bulan X

Rp.20.000.000, = Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan

puluh juta rupiah) ;
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hidani Propinsi Sulawesi Tengah selama hidup bersama
htara  Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat

‘covid dari tahun 2020 dan 2021 pasien Covid ditangani
Rumah Sakit Madani pada bulan November dan
Desember 2020, Tergugat Rekonpensi mendapatkan 3%
(tiga persen) sebesar kurang lebih  Rp.800.000.000,-
(delapan ratus  juta rupiah) dari anggaran
Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk Rumah
Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengabh;

Ditahun 2021 Tergugat Rekonpensi memperoleh Jasa

Covid 19 sebagai Direktur atau Pimpinan di Rumah Sakit

Madani Propinsi Sulawesi Tengah dari bulan Januari 2021

ditetap Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap

bulan ;

c. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa

Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi
Sulawesi Tengah, dan pada tahun 2020 pasien Covid
rumah sakit madani bulan November dan Desember 2020,
Tergugat Rekonpensi mendapatkan dari Jasa Covid 19
sebagai Dokter Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
X 2 bulan = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) ;
Ditahun 2021 pada bulan Januari Tergugat Rekonpensi
mendapatkan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) Jasa Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit
Madani Propinsi Sulawesi Tengah ;

d. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Insentif

Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi

Sulawesi  Tengah selama  Tergugat Rekonpensi
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bhinggalkan  Penggugat Rekonpensi mendapatkan

sejak Covid 19 di bulan Maret 2020 sampai
jgptember 2021, jadi yang telah diterima Tergugat

Mekonpensi selama 14 bulan X  Rp.15.000.000 =

'Rp.210.000.000,— (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari BPJS

sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi

Tengah kurang lebih perbulannya Rp.40.000.000,- (empat

puluh juta rupiah) dan Jasa BPJS Tergugat Rekonpensi

selama meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal

1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi

total 29 bulan X Rp.40.000.000 =Rp.1.160.000.000,- (satu

milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

f. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi sebagai
Dosen Pengajar di Universitas Tadulako Palu Fakultas
Kedokteran perjam Rp.375.000, X pertahun =
Rp.21.000.000,- + Rp.21.000.000,- dan selama Tergugat
Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari
tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29
bulan, kurang lebih Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta
rupiah) ;

Total Penghasilan  Tergugat Rekonpensi  selama

meninggalkan Tergugat Rekonpensi yaitu 29 bulan diatas

ditaksir kurang lebih  sebesar Rp.390.215.300, +

Rp.3.972.000.000, = Rp.4.362.215.300, (empat milyar tiga

ratus enam puluh dua juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus

rupiah) ;

5. Bahwa sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan

terhadap Hak Asuh Anak, hal tersebut berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : huruf a.

Disclaimer
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afkah Anak mengaju pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian : huruf c.biaya pemeliharaan
ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 149 : huruf d.memberikan
biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
21 tahun. Olehnya itu Penggugat Rekonpensi berhak menuntut
kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah setiap
bulanya kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara
Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama
Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun Perbulannya
sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;

7. Bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi berhak pula menuntut
kepada Tergugat Rekonpensi untuk ganti rugi biaya hidup (Nafkah
Lampau) dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 hingga
sekarang Tergugat Rekonpensi meninggalkan tanggungjawabnya
sebagai kepala rumah tangga yang rinciannya sebagai berikut ;
Nafkah Lampau untuk Isteri dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober
tahun 2021, perbulannya sebesar Rp.10.000.000,- X 29 bulan =
Total Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Akibat Putusnya
Perkawinan dan Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152 Penggugat
Rekonvensi menuntut pula ;

- Pasal 149 : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah,

olehnya itu Penggugat Rekonpensi berhak
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menuntut Uang Mut,ah sebesar Rp.300.000.000,
(tiga ratus juta rupiah) ;

. Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah
dari bekas suaminya, olehnya itu Penggugat
Rekonpensi menuntut Nafkah Iddah sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

a total tuntutan Penggugat Rekopensi kepada Tergugat

Rekonpensi yaitu Nafkah Lampau Rp.290.000.000,+ Nafkah

Mut'ah Rp.300.000.000,+ Nafkah Iddah Rp.300.000.000,yang

harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi jika ingin bercerai

sebesar Rp.890.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983
Pasal 8 dan disempurnakan PP No 45 Tahun 1990 Penggugat
Rekonpensi menuntut gaji Tergugat Rekonpensi sesuai Pasal 8
ayat (1), dan (2) PP 10/1983 untuk ditetapkan gaji sepertiga untuk
bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dan gaji Tergugat
Rekonpensi PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonpensi dari Penggugat
Rekonpensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak bisa
disangkali lagi keberadaannya oleh Tergugat Rekonpensi,
sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum dinyatakan dapat
dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding, atau
Kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat

Konvensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Palu agar dapat berkenan memutuskan sebagai berikut :

. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk

seluruhnya;
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atakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

intahan Pemohon untuk memperlihatkan 3. Berita
meriksaan dari SKPD Ybs, 4. Surat Keterangan dari
gn 5. Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai
000, - terhadap terbitnya Izin Cerai Nomor : 873.4/0464/

enghukum Pemohon membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI

a. Dalam Tindakan Pendahuluan

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak
asuh kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi
bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6
Tahun di berikan kepada Penggugat Rekonpensi ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan dan
menetapkan Nafkah setiap bulanya kepada anak yang lahir
dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan
Tergugat Rekonpensi bernama Salwa Fibula Mumtazar
Parampasi, umur 6 Tahunsebesar Rp.10.000.000 (sepuluh
juta rupiah) hingga dewasa ;

3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk
membayar yaitu :

- Ganti rugi biaya hidup (Nafkah Lampau) untuk Isteri
selama meniggalkan tanggungjawab sebagai kepala
rumah tangga sebesar Rp.10.000.000,- X 29 bulan =
Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Nafkah Mut’ah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah);

- Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta

rupiah);
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all yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada

gugat Rekonpensi berupa tuntutan Nafkah Lampau +

flkKah Mut'ah + Nafkah Iddah sebesar Rp.890.000.000,-

¢lapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

lenghukum  kepada  Tergugat Rekonpensi  untuk

'enetapkan gaji sesuai Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP

110/1983 yaitu sepertiga gaji untuk bekas istrinya, dan

sepertiga untuk anak. Dari gaji Tergugat Rekonpensi

sebagai PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,-

(enam juta rupiah) ;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan dan
menetapkan Hak Asuh kepada anak yang lahir dari
perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonpensi
dengan Tergugat Rekonpensi anak bernama Salwa Fibula
Mumtazah Parampasi berumur 6 tahun jatuh kepada
Penggugat Rekonpensi ;

2. Menyatakan sah dan beralasan hukum tuntutan Penggugat
Rekonpensi terhadap Nafkah untuk Anak bernama Salwa
Fibula Mumtazah Parampasi setiap bulanya sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan
perbuatan ingkar janji atau lalai dari tanggungjawab
sebagai suami terhadap istri terhadap pemberian Nafkah
untuk Isteri tiap bulan sebesar Rp.10.000.000,-X 29 bulan =
Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

4. Menyatakan sah dan beralasan hukum terhadap tuntutan
Penggugat Rekonpensi terhadap Nafkah Lampau selama
29 bulan dan tuntutan Uang Mut,ah sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). +Nafkah Iddah
sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan
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rsepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak.
Dan gaji Tergugat Rekonpensi PNS Gol IVb setiap bulan
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlabih dahulu
walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi ;
C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum  Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara ;
Atas pekenan dan kearifan Ketua/Majelis yang arif bijaksana dalam
memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan rasa keadilan, tak
lupa dihaturkan banyak terima kasih kiranya Tuhan memberi kekuatan
dan kemampuan bagi Majelis Hakim dan melindungi kita
sekalian.Amin.
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;
I. DALAM KONVENSI
1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan keras semua
dalil-dalil Termohon, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui
kebenarannya dan menguntungkan Pemohon.
2. Bahwa dalil Termohon pada poin 2 jawabannya yang
menuduh Pemohon menyembunyikan identitas, adalah tuduhan
yang tanpa dasar dan sangat mengada-ada serta dilandasi pada
pemikiran yang tidak sehat dan punya maksud-maksud tertentu yang
dapat dipastikan tujuannya pada suatu nilai tertentu, pemikiran
Termohon sudah dicengkrami nilai-nilai sehingga sudah tidak berpikir
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=@engan ketentuan hukum vyang berlaku di Negara Republik

Indonesia, secara hukum identitas seseorang dapat dilihat pada KTP
(Kartu Tanda Penduduk) dan identitas yang Pemohon ajukan di
permohonan a quo sudah sesuai dengan KTP Pemohon yang
diberikan Negara kepada Pemohon melalui Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah, karena itu tentang keterangan tambahan apakah
Pemohon xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Kesehatan, apakah Pemohon
Direktur Rumah Sakit Madani, apakah sebagai Dosen dan apakah
berpraktek atau tidak itu BUKAN-Iah Identitas melainkan keterangan
tambahan yang tidak bersifat pokok, karena itu apa yang dituduhkan
Termohon kepada Pemohon menyembunyikan identitas dan segala
apa yang didalilkan dalam poin 2 jawaban Termohon haruslah ditolak
demi hukum karena itu tidak benar dan cenderung bersifat fitnah.

3. Bahwa dalil Termohon pada poin 3.1 tentang Kutipan Akta
Nikah Nomor : 284/29/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014, sedang
yang seharusnya tanggal 26 Oktober 2014 adalah menjadi tidak
benar menurut pendapat Termohon; dikarenakan Pemohon
mendapatkan  Kutipan Akta Nikah tersebut dari Kantor Urusan
Agama Donggala akibat disembunyikannya Buku Nikah yang Asli
oleh Termohon, maka menurut hemat pemikiran Termohon hal
tersebut hanya kekeliruan pengetikan tanggal namun hari dan bulan
serta tahunnya sama sehingga bukan prinsip untuk dipersoalkan
saat ini, karenanya demi hukum hal tersebut patutlah
dikesampingkan;
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@rmohon pada poin 3.2 tentang Rumah yang ditempati
adalah benar milik Pemohon karena Pemohonlah

aI yang tidak benar, saat ini anak Pemohon dan Termohon
berusia 6 Tahun dan Pemohon serta Termohon saat ini sudah pisah
meja dan ranjang kurang lebih 2 Tahun akibat selalu cekcok, ribut
terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan lagi, karena itu dalil
Termohon pada poin 3 tersebut haruslah ditolak atau setidak-
tidaknya dikesampingkan demi hukum.

4, Bahwa apa yang didalihkan oleh Termohon pada poin 4
jawabannya membuktikan adanya pertentangan atau kontradiksi
antara jawaban Termohon pada poin 3.3 dengan jawaban pada poin
4, dimana pada poin 3.3 Termohon mendalihkan bahwa “hubungan
Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja ..... dst, hingga
dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Salwa
Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun” dalil ini seakan-akan
kebahagian dan/atau kerukunan dan/atau keharmonisan terjadi
sampai usia anak Pemohon dan Termohon 6 (enam) Tahun, namun
dengan adanya dalil Termohon pada poin 4 tersebut, maka jelas dan
tegas Termohon mengakui Dalil Pemohon pada poin 4 halaman 2
dalam posita permohonan tentang Kerukunan dan/atau Kebahagian
yang dirasakan dalam perkawinan tidak berlangsung lama, yaitu
hanya kurang lebih 1 tahun saja;

Bahwa kemudian tuduhan Termohon tentang adanya perselingkuhan
hal ini barulah muncul setelah adanya keributan antara Pemohon
dan Termohon yang disebabkan oleh perbuatan Termohon sendiri,
bahwa awal dari keributan ini adalah dikarenakan Termohon suka

Hal. 22 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Mahkamah Agung Republik Indonesia
yo.id

dhaunya dan selalu memutuskan segalanya tanpa
dari Pemohon karena itu Pemohon menjadi stress,
ehilangan kesabaran dan kendali diri, Termohon tidak

jujur am'al keuangan, Termohon sering mengeluarkan uang
ﬁ'np flse_ ngetahuan Pemohon, salah satu contoh Tindakan
G Tghion

s k%;: giion adalah selalu memberikan uang kepada saudara-
' uaranya secara diam-diam termasuk kepada alm. Ayahnya dan
Ibunya serta keponakan-keponakannya, pada prinsipnya Pemohon
tidak keberatan tetapi hendaklah bantuan uang yang diberikan
diketahui dan diputuskan Bersama BUKAN secara diam-diam
apalagi jika dilakukan terus-menerus, Pemohon bukanlah Bank atau
orang yang berduit banyak, Pemohon hanyalah seorang Pegawai
Negeri yang uangnya juga terbatas karena itu jika selalu uang
diberikan kepada orang tanpa mengarahkan atau menuntun orang
yang meminta bantuan dengan baik maka mereka akan selalu
berpikir jika uangnya habis minta bantuan lagi, karena itu tanpa
disadari Termohon perbuatannya telah Tidak Menghargai Pemohon
sebagai suami (Kepala Rumah Tangga) dengan bertindak semaunya
dan tanpa Termohon sadari Termohon talah memanjakan semua
saudara-saudaranya dan keponakan-keponakannya, dan tanpa
Termohon sadari membuat Pemohon sebagai alat peras saja, dan
Ketika Pemohon mencoba menasehati dan mengarahkan Termohon,
malah Termohon marah dan berkata-kata yang menyakitkan karena
itu Pemohon melihat motivasi Termohon kepada Pemohon dalam
perkawinan hanyalah harta dan/atau uang hal ini dapat dibuktikan
juga dengan perbuatan Termohon yang secara diam-diam, tanpa
persetujuan Pemohon membalik namakan semua harta tidak
bergerak Pemohon, yaitu : Rumah yang ditinggali Termohon saat ini
dan tanah kebun sebanyak 6 (enam) lokasi didaerah Kabupaten

Donggala semua Sertifikatnya dibaliknamakan nama Termohon,
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| telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya hanya
berdalih telah mendapat persetujuan dari Pemohon
pertanyaanya Apakah perbuatan seperti ini dapat

Wa kemudian jika Termohon telah menuduhkan dan
berkeyakinan bahwa Pemohon telah selingkuh dengan melibatkan
nama-nama Pr. Alfina Deu dan Pr. Fhadalna (padahal belum ada
putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap akan hal tersebut),
maka untuk apalagi perkawinan ini dipertahankan sebagaimana
keinginan Termohon dalam jawaban konpensinya, apakah Termohon
hanya memanfaatkan Pemohon untuk medapatkan uang dan harta
atau mau menyiksa dan menghancurkan Pemohon secara perlahan-
lahan, Apakah sebenarnya yang dicari oleh Termohon ??? bukankah
jika Termohon telah menilai dan menuduh buruk Pemohon maka
sebaiknya tidak ada lagi yang perlu dipertahankan kecuali jika ada
motivasi-motivasi tertentu. Untuk itu dalil Termohon pada poin 4
secara keseluruhan haruslah ditolak karena bertentangan dengan
keadaan senyatanya atau setidak-tiddaknya dapat dikesampingkan
karena bertentangan dengan satu dan lainnya (bertentangan dengan
poin 3 sebagaimana telah diuraikan diatas).

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5
konpensinya, Pemohon dengan tegas dan keras menolaknya,
Kembali Pemohon tegaskan cikal bakal dari pertengakaran dan/atau
keributan serta cekcoknya Pemohon dan Termohon adalah dari
perlakuan Termohon sendiri yang tidak menghargai Pemohon,
mengambil keputusan sendiri dan dengan sembunyi-sembunyi
memberikan uang kepada alm. Ayah dan lbunya serta saudara-
saudara dan keluarganya dan keponakan-keponakannya tanpa
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hgfy¥ berselingkuh  itu juga tidak adil dan tidak benar,
sehg ya Termohon juga harus tahu diri sebagai Isteri, jangan
‘ a mengkambing hitamkan Pemohon tetapi harus sadar apa
penyebab asalnya perpecahan rumah tangga ini, Termohon hanya
pintar menyebutkan kewajiban suami sesuai pasal 80 ayat (2) tetapi
Termohon TIDAK pintar menjalankan KEWAJIBAN lsteri sesuai pasal
83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Termohon terlihat terlihat
seakan-akan dan seolah-olah seperti orang yang baik dan bijaksana
dengan memberikan waktu dan menunggu Pemohon berubah
karena Termohon menghargai Pemohon (poin 5 huruf b), dalih
Termohon ini adalah dalih yang manipulative dan sangat kontra
dengan fakta dan kenyataan yang ada, jika Termohon menghargai
Pemohon mengapa mengeluarkan uang secara sembunyi-sembunyi,
jilka Termohon menghargai Pemohon mengapa membaliknamakan
semua harta tidak bergerak (rumah dan tanah kebun di 6 lokasi)
secara sembunyi-sembunyi, jika Termohon menghargai Pemohon
mengapa tidak mempertanyakan kejelasan dan membicarakan
secara baik-baik tentang Pr. Alfina Deu dan Pr. Fhadalna malah
melaporkan Pemohon kepada Gubernur dan membeberkan
persoalan yang belum tentu benar kepada orang-orang baik di
lingkungan Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Anatapura dan
Rumah Sakit Madani dan lain-lainnya, Apakah itu yang disebut
menghargai ??? Bukan-kah itu tujuannya mempermalukan dan
menghancurkan serta merusak karir Pemohon ???  Pemohon
menyerahkan penilaian ini sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis

Hakim dalam perkara a quo.
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‘ relingkuhan suami seseorang kepada isterinya kalau bukan
isterinya sendiri yang menceritakannya (sangat tidak masuk akal),
dan sangat aneh jika ada seorang isteri yang mengetahui suaminya
berselingkuh dengan 2 (dua) orang perempuan tetapi masih mau
menunggu sampai sadar, hal ini diluar dari logika atau akal sehat
yang ada karena itu Pemohon menilai ada apa sebenarnya maksud
dan keinginan Termohon ini, apakah sengaja membuat seakan-akan
dan seolah-olah Pemohon melakukan kesalahan yang besar
sehingga harus diam saja dan membenarkan semua perbuatan-
perbuatan Termohon menggunakan atau mendapatkan harta dan
uang sekehendak pengaturannya, jika itu yang ada maka
motivasinya sudah pada harta dan uang bukan lagi untuk
membentuk rumah tangga yang baik karena itu Pemohon tidak mau
larut dalam situasi dan kondisi ini, sifat dan karakter Termohon tidak
dapat diteruskan lagi sebagai isteri, sehingga rumah tangga ini
sudah tidak dapat diteruskan lagi karenanya harus putus dengan
perceraian.

7. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 8 jawaban
konpensinya, Pemohon juga menolaknya dengan tegas dan keras
karena Pemohon dalam mendapatkan ijin cerai sudah sesuai dengan
prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan jika Termohon
meragukannya silahkan mengecek langsung dan silahkan
mengujinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, salah satu sifat

dan karakter Termohon suka sekali mengancam-ancam dan
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anak Pemohon Salwa Fibullah Mumtazah dan juga
pernah dipanggil pihak BKD Provinsi Sulteng,

mengetahui proses perijinan cerai tersebut itu hak Termohon,
kebohongan dan ketidak terbukaan ini juga yang menghancurkan
rumah tangga Pemohon.

8. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 9 jawaban posita
dalam konpensinya, tidaklah benar Pemohon jarang menemui
anaknya Atas nama Salwa Fibullah Mumtazah dikarenakan pemohon
merasa sangat tidak nyaman setiap bertemu anak tesebut Termohon
ikut mengawasi akibatnya anak tersebut tidak bisa lepas, merasa
tertekan sehingga tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon sering
menemui anaknya disekolah TK Raudatul Athfal sehingga anak
tersebut lebih leluasa bermain, bercengkrama dengan bapaknya,
anak tersebut sebenarnya ingin sekali dibawa jalan-jalan oleh
Pemohon namun Termohon sudah mendoktrin kepada anaknya
bahwa tidak boleh bepergian bersama Pemohon, Hal ini yang
membuat pemohon meminta hak bertemu seminggu tiga kali tanpa
didampingi oleh Termohon. Dan memang akibat pandemi ini
Pemohon tidak bisa bertemu anaknya disekolah lagi dikarenakan
sekolah-sekolah ditutup. Jika termohon mengatakan takut dengan
perkembangan psikologis anaknya terganggu justru Termohon
sudah salah dalam mendidik karena sering mengajak anak tersebut
ke tempat-tempat yang tidak perlu dihadiri anak tersebut (misalnya
ke Pengadilan Agama, ke Kantor Dinkes Provinsi Sulteng, ke
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hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak
dapat diteruskan lagi sudah tidak ada kecocokkan lagi dan lagi jika
diteruskan bagaimana dengan uang-uang yang telah dikeluarkan
Termohon yang tanpa sepengetahuan Pemohon, bagaimana
dengan Harta (Rumah dan tanah Kebun) yang sudah
dibalikknamakan secara diam-diam oleh Termohon, apakah
dibiarkan saja atau dibenarkan perbuatan itu;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak
dapat diteruskan lagi karena juga Pemohon dan Termohon sudah
pisah meja dan ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
(pemohon juga manusia yang punya kebutuhan yang harus
dipenuhi baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan lainnya);

3. Bahwa jika alasan Termohon menolak permohonan cerai
talak dengan alasan demi perkembangan anak-anak dikemudian
hari, maka hal ini justru menjadi tidak relevan lagi dengan kondisi
yang ada dimana jika tetap masih dipertahankan namun yang ada
hanya keributan setiap hari maka ini justru akan merusak
perkembangan anak tersebut, apalagi jika anak tersebut
mengetahui Termohon selaku ibunya selalu menceritakan
keburukkan Pemohon selaku Ayahnya, apalagi pihak keluarga
Termohon yang sudah tidak suka dengan Pemohon dan hal ini
dapat mempengaruhi hubungan anak Pemohon dengan keluarga
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Bahwa dari uraian Termohon secara keseluruhan dalam
jawaban positanya, jelas dan terang terlihat bahwa sebenarnya
Termohon berusaha mempertahankan Rumah tangganya bukan
karena alasan anak tetapi lebih kepada urusan materi (harta),
dimana pula Termohon sama sekali tidak menyinggung tanah
kebun yang dibeli Pemohon selama ini dan rumah termasuk
bantuan-bantuan dari Pemohon terhadap keluarganya baik
diberikan secara langsung oleh Pemohon maupun yang diberikan
Termohon kepada keluarganya tanpa sepengatahuan Pemohon.
Dan untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, sudah dua
kali Pemohon secara lisan mengatakan dihadapan Termohon
bahwa Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon dan
juga yang perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui bahwa selama
ini Pemohon memberikan dana asuh untuk anak sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan hal ini tidak diungkapkan
Termohon dalam uraiannya karena Termohon berusaha
menggambarkan Pemohon sebagai seorang bapak yang tidak
peduli dengan anaknya.

10. Bahwa pada uraian hukum diatas jelas dan terang kondisi
rumah tangga Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi,
karena itu Pemohon memohon untuk kebaikkan bersama antara
Pemohon dan Termohon serta anak yang ada maka dapatlah
Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan.

Il DALAM REKONVENSI
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menolak semua dalil-dalii Penggugat Rekonvensi
mohon dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas-

dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 dalam
Rekonvensi, menyatakan seluruh dalil yang dikemukakan dalam
bagian Konpensi, mohon dipandang telah dikemukakan dan
termasuk dalam dalil gugatan ini, bahwa dikarenakan pada
konpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon telah menolak untuk
dilakukannya Cerai Talak, maka tidak dapatlah dalam Rekonvensi
ini Penggugat Rekonpensi/Termohon menggugat menyetujui
Cerai Talak, karena itu terjadi pertentangan atau kontradiksi
antara Konpensi dan Rekonpensi sehingga demi hukum gugatan
Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonvensi harus ditolak demi
hukum.

4. Bahwa dalam petitum Konpensi Termohon/Penggugat
Rekonpensi telah Menolak Permohonan Cerai Talak untuk
seluruhnya Namun didalam Gugatan Rekonpensinya menggugat
meminta uang nafkah lampau, meminta nafkah Mut'ah dan
meminta nafkah Iddah, jika meminta nahkah lampau, nafkah
Mutah dan nafkah Iddah maka berarti Penggugat
Rekonvensi/Termohon menyetujui Permohoan Cerai Talak,
mohon dicermati secara hukum gugatan Rekonpensi Termohon
bertentangan dengan Konpensi Termohon karena itu gugatan
Rekonpensi Termohon harus ditolak demi hukum.

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan keras dan

tegas menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada poin 4 secara
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Tergugat Rekonvensi/ Pemohon versi Penggugat
Agi/Termohon yang sangat mengada-ngada dan tidak
pkal, jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon mempunyai
anyak itu mungkin sudah punya rumah dimana-mana

n #Aobil mungkin sudah yang baru, sampai hari ini mobil
hon saja masih Avansa tahun 2013 dan jika Pemohon
punya uang sebanyak hitung-hitungan Penggugat
Rekonvensi/Termohon mungkin Tergugat Rekonpensi/Pemohon
sudah diperiksa BPK atau KPK darimana XXXXXXX XXXXXX XXXXX
dengan Jabatan Direktur RSUD Madani yang hanya menangani
jenis penyakit tertentu saja bisa punya uang sebanyak itu, tidak
masuk akal, kecuali mungkin Direktur RSUD Undata itupun masih
bisa dipertanyakan;

Bahwa dapat dijelaskan bahwa gaji Tergugat
Rekonpensi/Pemohon sebesar Rp 5.755.700 /Bulannya ditambah
dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai seorang
Direktur sebesar Rp. 7.700.000/Bulan, adapun tunjangan
fungsional yang dimaksud Termohon itu adalah tidak benar,
Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak berpraktek dikarenakan
Surat Tanda Registrasinya sudah mati sehingga tidak dapat
berpraktek sebagai seorang dokter;

Bahwa Apa yang dikatakan Penggugat Rekonpensi/Termohon
bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon mendapat jasa maupun
insentif dari penanganan covid itu sudah karangan Penggugat
Rekonpensi/Termohon karena tidak mungkin seorang dokter yang
tidak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dapat berpraktek dan
juga tidak mungkin seorang Pejabat struktural mendapat
tunjangan dobel dari Insentif Covid dan Tunjangan Tambahan
Penghasilan. Perlu dijelaskan disini bahwa yang menerima
insentif maupun jasa pelayanan Covid adalah Dokter, Perawat,
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an Tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang terlibat
dalam penanganan pasien Covid, Tergugat
si/Pemohon sebagai seorang Direktur tidak dibenarkan
atau menganggarkan jasa pelayanan covid untuk
Rumah Sakit Madani dikarenakan berpotensi melanggar
kyfd, olehnya itu Tergugat Rekonpensi/Pemohon sebagai
ur RS Madani mengeluarkan Surat Keputusan Tentang
Pembatalan Pemberian Jasa Pelayanan kepada Pejabat
Struktural dan jika ada yang sudah terlanjur dibayarkan maka
harus dikembalikan ke Negara lagi;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat
Rekonpensi/Termohon dengan segala hitung-hitunganya itu
adalah karangan Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan
tujuan mendapat uang banyak dari hasil perceraian ini bahkan
Penggugat Rekonpensi/Termohon mengatakan juga penghasilan
Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai pengajar dimana
Penggugat Rekonpensi/Termohon tidak tau bahwa Tergugat
Rekonpensi/Pemohon sudah kurang lebih dua tahun tidak
dipanggil lagi oleh pihak Untad (Universitas Tadulako) hal ini juga
mungkin dipengaruhi oleh cerita-cerita yang dibeberkan oleh
Penggugat  Rekonpensi/Termohon  sendiri  kemana-mana,
akhirnya Pemohon sudah tidak diundang lagi sebagai pemateri,
sifat mengajar Tergugat Rekonpensi/Pemohon di Untad
(Universitas Tadulako) hanyalah sesekali saja tidaklah tetap
hanya sebagai Dosen tamu sehingga jika hal ini juga dijadikan
acuan untuk menghitung atau hitung-hitungan maka hal itu
kuranglah adil karena sifat mengajar tadi hanya sebagai
undangan bukan pekerjaan tetap sama halnya dengan
memberikan materi-materi diseminar-seminar sehingga kalaupun

Tergugat Rekonpensi/Pemohon diundang Kembali untuk
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n materi itu sifatnya temporer (sesekali saja) bukan

Wwa terkait hak asuh dan nafkah anak Tergugat
gisi/Pemohon berharap Yang Mulia Majelis Hakim
kemampuan finansial dari Tergugat

bukan Jabatan yang permanen sewaktu-waktu dapat diganti dan
lagi masih adanya wutang kredit di bank, Penggugat
Rekonpensi/Termohon tidak mautau dengan hal tersebut
Penggugat Rekonpensi/Termohon hanya taunya yang senang-
senang saja, dan disamping itu  juga  Tergugat
Rekonpensi/Pemohon masih punya tanggungan biaya hidup anak
pertama an. Alif Thibia Zuhdi Parampasi, sehingga juga dalam
kesempatan ini Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak akan
pernah  memberikan uang tunai kepada Penggugat
Rekonpensi/Termohon untuk nafkah anak an. Salwa Fibullah
Mumtazah Parampasi karena Tergugat Rekonpensi/Termohon
khawatir dan takut uang tersebut bukan digunakan untuk
kepentingan anaknya tetapi digunakan untuk kepentingan
saudara-saudara, ponakan dari Penggugat
Rekonpensi/Termohon. Tergugat Rekonpensi/Pemohon selama
ini selalu mengantarkan kebutuhan anak tersebut dalam bentuk
barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras, perlengkapan
sekolah, dan lain-lainya yang jika dinilai dengan uang sebesar
Rp. 1.750.000,-) dan juga menyediakan pengasuh sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Untuk itu Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan
Nafkah Anak an. Salwa Fibullah Mumtazah Parampasi
dilaksanakan seperti yang sudah berjalan saat ini.
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fah, maka perlu juga dipertimbangkan bahwa apakah
Penggugat Rekonpensi/Termohon masuk dalam
iff TIDAK taat pada suami (nusyuz) dan perlu

dalah Penggugat Rekonpensi/ Termohon, rumah dan motor
Penggugat Rekonpensi/Termohon yang pergunakan, dan uang-
uang Yyang diberikan secara sembunyi-sembunyi tanpa
sepengetahuan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon juga harus
dipertimbangkan dan pembaliknamaan Sertifikat Rumah dan
tanah kebun di 6 (enam) lokasi juga secara sembunyi-sembunyi
juga harus dipertimbangkan, karena sebab dari diajukannya
Permohonan Cerai Talak ini adalah juga dari kesalahan
Penggugat Rekonpensi/ Termohon, oleh karena itu untuk
memenuhi ketentuan hukum akibat dijatuhkannya cerai talak
dengan pertimbangan sebagaimana disebut dan juga
pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, maka
Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan yaitu untuk masa
Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) walaupun
sudah pisah meja ranjang selama 2 Tahun 5 Bulan dan untuk
uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta
uang nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) yang seharusnya tidak perlu diberikan karena sudah
menguasai dan menikmati seluruh harta dan kebun;

8. Bahwa Kembali Tergugat Konpensi/Pemohon tegaskan
bahwa Tergugat Konpensi/Pemohon masih memiliki tanggungan
anak 1 orang dan bekas isteri dari pernikahan sebelumnya dan
Penggugat Rekonpensi/Termohon sudah menyadari konsekwensi

sebagai Isteri kedua dari awal, karena itu untuk pemenuhan pasal
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DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk

keseluruhannya, sebagaimana yang terdapat dalam petitum awal
permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemberikan uang nafkah lampau sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang masa Iddah sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta uang mut'ah sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi/Termohon
Konpensi untuk seluruhnya;
Atau : Dalam peradilan yang baik Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;
A.DALAM KONVENSI
1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dali sebagaimana
dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat Konpensi, kecuali hal yang diakui
secara nyata dan tegas ;
2. Bahwa Tergugat Konpensi tetap menolak secara tegas dalil
Replik Pemohon Konpensi secara keseluruhan atau setidak-

tidaknya Replik Pemohon Konpensi tidak dapat diterima ;
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secara teliti dan seksama, kami berketetapan adalah
herupakan semata-mata sebuah cerita fiksi hasil
pemikiran Pemohon Konpensi yang tidak beralasan

Pemohon Konpensi tidak dapat membantahnya dimana selain
identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) hanya bersifat Pribadi,
namun selain Pegawai Negeri (PNS) Kesehatan juga memiliki
Jabatan Direktur Rumah Sakit Madani milik Propinsi Sulawesi
Tengah dari tahun 2017 hingga sekarang dan juga sebagai
Dokter Ahli di Rumah Sakit Madani serta memiliki Tugas sebagai
Dosen luar biasa Fakultas Kedokteran Untad Palu dan Pemohon
Konpensi tidak dapat membatah hal tersebut. Dengan demikian
maka Jawaban Termohon Konpensi pada poin 2 (dua) adalah
patut terbukti secara sah menurut hukum ;

5. Bahwa bantahan dalil Replik Pemohon Konpensi pada point 3
(tiga) halaman 2 (dua), bantahan diantaranya pada poin 3.1, poin
3.2 dan poin 3.3, olehnya itu Termohon Konpensi memberikan
fakta sebenarnya yaitu :

- Bahwa dalil bantahan pemohon Konpensi poin 3.1 mengenai
perkawinan antara Pemohon Konpensi dengan Termohon
Kopensi yang benar pada tanggal 26 Oktober 2014 yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banawa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:
284/29/ X/2014 tanggal 26 Oktober 2014 dan jika memang
Pemohon Konpensi mendapatkan Dupikat tidak mungkin
salah tanggal atau salah ketik karena telah tercatat di Buku
besar KUA XXXxXxxXxx XXXXxX, olehnya itu bantahan Pemohon

Konpensi telah terbukti kebenarannya dan harus ditolak ;
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3| dalil bantahan Pemohon Konpensi pada poin 3.2
ai bantahan Pemohon Konpensi dan Termohon

“Kediaman bersama dan dibeli semasa perkawinan. Dan jika
Pemohon Konpensi menyinggung Harta Bersama (Gono gini),
seharusnya mengajukan Gugatan Harta Bersama tidak
mencampur adukkan Cerai Talak atau langsung saja kumulasi
Permohonan Cerai Talak dengan Harta Bersama (gono gini)
seperti dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 14
September 2021, dan menurut hukum segala harta bersama
dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut
bersesuaian dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang
No.1 Tahun 1974 serta Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasai
Hukum Islam. Olehnya itu bantahan Pemohon Konpensi harus
ditolak;

- Bahwa dalil bantahan pemohon pada poin 3.3 mengenai
bantahan hubungan Pemohon dengan Termohon pada
awalnya rukun-rukun saja layaknya seorang suami isteri
sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki
dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, hingga dikarunai 1 (satu) orang anak
perempuan yang bernama : Salwa Fibula Mumtazah
Parampasi, umur 6 Tahun, hal tersebut sesuai dengan
faktanya dan Pemohon Konpensi tidak dapat membatahnya ;
Bahwa dari kesimpulan bantahan Pemohon Konpensi pada
poin 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut diatas, dapat di simpulkan
Eksepsi/Jawaban Termohon Konpensi secara keseluruhannya
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permasalahan adalah karena telah berselingkuhan dengan
Pr.Alfina Deu yang dahulu satu kantornya di Rumah Sakit
Madani Propinsi Sulawesi Tengah agar Pemohon Konpensi bisa
bebas. Namun sudah pisah dengan Pr.Alfina Deu kemudian
selingkuh lagi sekarang dengan Pr.Fhadalna. ;

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon Rekopensi
dengan Tergugat Rekonpensi mengatakan sering mengeluarkan
uang tanpa sepengetahuan Pemohon Konpensi selalu
memberikan uang kepada saudara-saudaranya secara diam-
diam termasuk kepada Alm.Ayahnya dan Alm.lbunya Termohon
Konpensi termasuk kemenakannya....dst, dan hal tersebut
tidaklah benar Termohon Rekonpensi membantahnya dan jika
hal tersebut benar Pemohon Konpensi harus membuktikan pada
tahap pembuktian ;

Bahwa mengenai rumah dan tanah kebun sebanyak 6 (enam)
lokasi di daerah Kabupaten Donggala...dst, hal tersebut
Termohon Konpensi tidak perlu menjawab karena terjawab pada
poin 3.2 karena masuk pada rana gugatan Harta Bersama (Gono
gini), sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.l
Tahun 1974 serta Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasai Hukum
Islam, tidak mencampur adukkan antara Permohonan Cerai
Talak dengan Harta Bersama (gono gini) sesuai dalam
Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi tanggal 14
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ar 2021. Olehnya itu Termohon Konpensi menyerahkan
jelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

tuk membuktikan apakah masalah rumah tangga
Pémohon Konpensi dengan Termohon disebabkan hanya
masalah tersebut diatas sehingga untuk membuktikan
erpidsalahan tersebut pada tanggal 10 November 2021 hari

hari Jam 1.30 Wita tanggal Termohon Konpensi menggrebek
Pemohon Konpensi dengan selingkuhannya di Polres Palu
berdasarkan Surat Laporan Nomor : STPL/ 978 / XI / 2021 /
SPKT / Res Palu / Polda Sulteng ;

Bahwa berdasarkan kesiimpulan tersebut diatas fakta yang
sebenarnya agar Pemohon Konpensi tidak keliru seperti apa
yang terjadi sekarang ini, juga dalam memberikan jawaban
termasuk Replik tidaklah berasumsi belaka, ngawur dan atau
berargument tidak tepat, tidak dilandasi dalil fakta hukum yang
jelas dan akurat ;

7. Bahwa dalil bantahan Replik Pemohon Konpensi pada poin 5

(lima) halaman 3 (tiga), dan halaman 4 (empat) dimana
Pemohon Konpensi hanya mengulang kembali bantahannya
pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua) diatas, olehnya itu
Termohon Konpensi tidak perlu menjawabnya dan menyerahkan
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohon cerai
talak ini ;
Bahwa apa yang dipaparkan pembenaran oleh Pemohon
Konpensi hanya memutar balikkan fakta dalam rumah tangga
antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi untuk
menutupi perselingkuhanya dan melupakan kewajiban sebagai
suami telah melanggar yaitu :

1. Melanggar Taklik Talak Perkawinan,
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ar Pasal 77 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam
esatu “Kewajiban Suami” adalah :

'menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

A3) Suami memikul kewajiban untuk mengasuh dan
memelihara  anak-anak mereka, baik mengenai
pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan
pendidikan agamanya ;

(4) Suami wajib memelihara kehormatannya ;

Pasal 80 ayat :

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah
tangganya ;

(2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada
isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan
yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan
bangsa ;

(Termohon  konpensi akan membuktikan pada fase
pembuktian dimana Pemohon konpensi terbukti telah
melanggar Taklik Talak Pidana dan Penelantaran Istri
8. Bahwa dalil bantahan Replik Pemohon Konpensi pada poin 6

(enam) halaman 4 (empat), dan halaman 4 (empat) dimana
Pemohon Konpensi menuduh dan menceritakan dan
membeberkan kemana-mana dan menunggu Pemohon
sampai sadar serta mendapatkan harta dan uang sekehandak
pengaturannya...dst, hal tersebut Termohon Konpensi akan
memberikan penjelasan dan fakta sebenarnya sebagai
berikut:

a. Bahwa Pemohon Konpensi menuduh dan menceritakan

dan membeberkan kemana-mana, bahwa tuduhan tersebut
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at bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dimana

Pemohon Konpensi sendirilah memamerkan

belingkuhannya baik di rumah sakit madani, dimedsos

Kabupaten Sigi sebagai calon Bupati memajang foto

,sra bersama selingkuhannya Perempuan bernama

'hadalna, Termohon Konpensi akan membuktikan pada

fase pembuktian ;

. Bahwa menunggu Pemohon sampai sadar hal tersebut
wajar dan berdasar karena sebagai istri yang masih sah di
depan hukum dan negara, jika Pemohon Konpensi tidak
mau sadar itu haknya namun ada rambu-rambu hukum
untuk menceraikan tidak perlu menuggu 2 (dua) tahun
lamanya ;

c. Bahwa Pemohon Konpensi menuduh Termohon Konpensi
untuk mendapatkan harta dan uang sekehandak
pengaturannya, hal tersebut sangat keliru karena telah
diatur bagi orang yang beagama Islam berdasarkan
Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya
Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 dan
Pasal 152 serta tuntutan hak sepertiga gaji suami PNS
diatur dalam PP Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan
disempurnakan PP.N0:45 Tahun 1990, kemudian Termohon
Konpensi tahu hak-hak seorang Istri jika mau bercerai dan
pernah lakukan sewaktu perceraian dengan lbunya Alif
Thibia Zuhdi ;

Kesimpulan tersebut diatas Termohon Konpensi menolak

bantahan Replik Pemohon Konpensi dan menyerahkan

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menilainya
dan memutuskan ;

9. Bahwa dalil bantahan Replik Pemohon Konpensi pada poin 7

(tujuh) halaman 5 (lima), jawaban pon 8 sangat jelas dan
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benderang  permintaan  Termohon  Konpensi
sarkan syarat Perceraian PNS Peraturan BPKP Nomor

2020 tersebut diatas mohon melalui Majelis Hakim
emeriksa perkara ini agar memerintahkan Pemohon
memperlihatkan poin khususnya pada poin 3.Berita
ara Pemeriksaan dari SKPD Ybs, 4.Surat Keterangan dari
“6P4 dan 5.Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai
Rp.10.000, olehnya itu Termohon Konpensi menolak bantahan
Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi menyerahkan
kepada Majelis Hakim yang menilainya ;
10.Bahwa dalil bantahan Replik Pemohon Konpensi pada poin 8
(delapan) halaman 5 (lima), alasan didalilkan Pemohon
Konpensi sangat bertolak belakang dengan fakta sebenarnya
sejak anak lahir hingga sekarang tidak pernah pisah dengan
Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi sejak
meninggalkan rumah jarang melihat atau menjenguk anaknya,
serta menelponpun dalam sebulan sekali belum tentu ada dan
menayakan kabarnya. Olehnya itu Termohon menolak dalil
Pemohon Konpensi dan harus dikesampingkan ;
Bahwa pengakuan Pemohon Konpensi pernah menikah dan
bercerai dan memiliki anak laki-laki bernama Alif Thibia Zuhdi,
berdasarkan pengakuan Pemohon Konpensi pada poin 10
(sepuluh) jawaban Termohon Konpensi telah bersesuaian
dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi
tetap Mahkamah Agung, bahwasanya “Pengakuan Pihak
Lawan Adalah Bukti Sempurna Menurut Hukum Tentang
Kebenaran Dalil Permohonan Pemohon”.
11.Bahwa dengan dasar dalih Duplik Tergugat Konpensi pada
poin-poin nomor diatas, terhadap keseluruhan poin Replik
Pemohon Konpensi kami berketetapan sepatutnya tidak perlu

kami tanggapi langsung lagi, karena selain sudah termuat
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-Konpensi mohon dianggap pula bagian dalam Rekonpensi yang
tidak terpisahkan.

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tetap pada
dalil-dalinya semua gugatan Rekonpensi/Termohon Konvensi
kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan nyata-nyata
oleh Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi ;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan
mengaju dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII
Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal
149 dan Pasal 152 serta tuntutan hak sepertiga gaji suami PNS
diatur dalam PP Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan
disempurnakan PP.No:45 Tahun 1990 yaitu :

Pasal 149 : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib:a.memberikan mut'ah, b.memberi
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri
selama dalam iddah ;

Pasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari
bekas suaminya ;

Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu :

a. Ayat (1) : Apabila perceraian terjadi atas kehendak Xxxxxxxx

XXXXXX XXXXX pria maka wajib ia menyerahkan

sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan

anak ;

Hal. 43 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43



Mahkamah Agung Republik Indonesia
yo.id

: Sepertiga untuk XXXXXXX XXXXXX XXXXX pria yang

bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan

sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;
fcuan aturan dan pasal tersebut diatas telah bersesuain
ukum Acara Peradilan Agama, olehnya itu Penggugat

pensi menyerahkan kepada Majelis Hakim yang

berdasarkan hukum yang berlaku ;

4. Bahwa sangkalan dan penolakan terhadap tuntutan yang
dimintakan adalah yang sangat logis dan beralasan hukum
adanya, sebab bukankah rincian tersebut adalah perhitungan
yang rill dan penolakan permintaan terhadap Termohon

Konpensi/ Penggugat Rekonvensi adalah hal kurang tepat, dan

hanya menghindari dari tanggung jawabnya seperti dalam

Replik Jawaban Pemohon Konpensi pada poin 3 s/d 8 sebagai

berikut ini :

4.1.Bahwa dalil penolakan Tergugat Rekonpensi poin 3 dan poin

4 tersebut Tergugat tidak memahami maksud dari dalil
Penggugat Rekonpensi dimana pada intinya tidak
mengingkan perceraian tersebut, namun jika Majelis Hakim
memutuskan percerain tersebut Penggugat Rekonpensi
menuntut hak-hak yang diperbolehkan oleh undang-undang
dalam hukum acara peradilan Agama tersebut pada poin 3
(tiga) Replik Dalam Rekonpensi tersebut diatas dan hal ini
tidak bertentangan dengan gugatan rekonpensi ;

4.2.Bahwa dalil penolakan Tergugat Rekonpensi poin 5 tersebut

tidaklah benar adapun penolakan dari Tergugat Rekonpensi

diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Penggugat Rekonpensi terhadap
hitungan-hitungan sangat mengada-ada dan tidak masuk
diakal...dst, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan
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fl

Javid 19, Jasa Covid 19 sebagai Direktur sekitar 3% dari

Mirektur serta sebagai Dokter Rumah Sakit Madani

'Propinsi Sulawesi Tengah selama pandemi Covid 19 dan

penghasilan tambahan BPJS sebagai Direktur serta

sebagai Pengajar Dosen Luar Biasa di Universitas

Tadulako Palu Fakultas Kedokteran. Kemudian jika

dihubungkan  dengan bantahan  Replik  Tergugat

Rekonpensi pada Poin 5 mengatakan tidak mungkin

memiliki uang sebanyak itu disisi lain Tergugat

Rekonpensi mengadakan telah beberapa Turnamen

perlombaan dengan tema hadia 10 Juta dari OM Dokter

“Nirwansyah Parampasi” untuk ikut bursa Calon Bupati

Sigi Priode Tahun 2024 dan beberapa aset, Pertanyaan

apa benar Tergugat Rekonpensi tidak memiliki uang jika

tidak memilki pengahasilan lain, olehnya itu Penggugat

Rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim

menilainya ;

- Bahwa mengenai Penghasilan Tergugat Rekonpensi
memiliki Gaji PNS Gol IVb sebesar perbulannya
Rp.5.755.700,- dan Tunjangan Penghasilan Pegawai
sebesar Rp.7.700.000,-, dari dalil Tergugat Rekonpensi
tidak bisa membantahnya. Kemudian mengenai Tergugat
Rekonpensi tidak bisa praktek karena sudah mati STR,
namun Penggugat Rekonpensi akan memberikan bukti
pada fase pembuktian dan hal tersebut menyerahkan
kepada Majelis Hakim menilainya ;

- Bahwa mengenai Tergugat Rekonpensi sebagai pengajar
Dosen Luar Biasa di Fakultas Kedokteran Untad memiiki
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lghasilan jika memang tidak memilik penghasilan tidak

gkin . mau mengajar, hal tersebut Penggugat

Rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim

genilainya ;

a dalil penolakan Tergugat Rekonpensi poin 6 tersebut

klah benar, adapun penolakan dari Tergugat Rekonpensi

diantaranya Tergugat Rekonpensi hanyalah seorang PNS

dan Jabatan Direktur bukan jabatan permanen sewaktu-
waktu dapat diganti, hal tersebut benar adanya namun jika
dikalkulasi dari Tergugat Rekonpensi sebagai PNS dan
Jabatan Direktur dengan penghasilan yang dipancang dalam
Repliknya berpenghasilan hanya Rp.13.455.700, dikurangi
biaya anak pertama laki-laki bernama Alif Thibia Zuhdi
sebagai mahasiswa Kedokteran, dikurangi biaya anak Salwa
Fibula Mumtazah Parampasi Rp.1.7750.000,- (uang tersebut
Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui diberikan kepada
siapa) dikurangi lagi pengasuh Rp.5.000.000,- belum
termasuk uang Bank dan mengadakan beberapa Turnamen
perlombaan dengan tema hadia OM Dokter 10 Juta
“Nirwansyah Parampasi” untuk ikut bursa Calon Bupati Sigi
Priode Tahun 2024 yang tentunya memiliki Tim Sukses dan
membutuhkan dana, olehnya itu Penggugat Rekonpensi
menyerahkan kepada Majelis Hakim menilainya ;

4.4.Bahwa dalil penolakan Tergugat Rekonpensi poin 7, 8
mengatakan Penggugat Rekonpensi dikategorikan tidak taat
pada suami (Nusyuz) dan hasil kebun di 6 (enam) lokasi
kurang lebih 2 Ha...dst, olehnya itu Penggugat Rekonpensi
memberi argumentasi adalah sebagai berikut :
- Bahwa mengenai Penggugat Rekonpensi dikategorikan

tidak taat pada suami (Nusyuz), hal tersebut sangat lucu
dan tidak rasional dimana menuduh Tergugat Rekonpensi
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'sekarang dengan Pr.Fhadalna ;
Bahwa perselingkuhan yang dilakukan  Tergugat
Rekonpensi tersebut diatas bukan lagi dikategorikan
“Nusyuz Suami” tapi “Raja Nusyuz” sebagaimana
disebutkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116
dipertegas lagi dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 34
dan 128 ;
Bahwa untuk menyegarkan kembali ingatan Tergugat
Rekonpensi dimana “Suami Nusyuz” maka Penggugat
Rekonpensi memberikan macam-macam suami Nusyuz
yaitu :
1. Ketidak mampuan suami menafkahi kelurganya ;
2. Suami tidak pengertian kepada istri ;
Tergugat Rekonpensi : itu sangat jelas memperlihatkan
bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pengertian terhadap
istrinya. Jika Tergugat Rekonpensi merupakan imam yang
baik pasti akan membimbing istrinya karena semua hal
tersebut pasti ada alasannya;
- Bahwa hasil kebun di 6 (enam) lokasi kurang lebih 2
Ha...dst, hal tersebut Penggugat Rekonpensi tidak perlu
menjawab karena masuk pada rana gugatan Harta
Bersama (Gono gini), sesuai dengan ketentuan Pasal 37
Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta Pasal 96 dan
Pasal 97 Kompilasai Hukum Islam, tidak mencampur
adukkan antara Permohonan Cerai Talak dengan Harta

Hal. 47 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47



Mahkamah Agung Republik Indonesia
yo.id

| sangkalan dan penolakan dari Pemohon

Kafipengl/Tergugat  Rekonpensi  terhadap tuntutan yang

Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama
Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun di berikan
kepada Penggugat Rekonpensi dan memberikan dan
menetapkan Nafkah setiap bulanya kepada anak yang lahir dari
perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat
Rekonpensi bernama Salwa Fibula Mumtazar Parampasi, umur 6
Tahun sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga
dewasa ;

6. Bahwa total tuntutan Penggugat Rekopensi kepada Tergugat
Rekonpensi yaitu Nafkah Lampau Rp.290.000.000,+ Nafkah
Mut'ah Rp.300.000.000,+ Nafkah Iddah Rp.300.000.000,yang
harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi jika ingin bercerai
sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta
rupiah) ;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi
sesuai Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 untuk ditetapkan gaji
sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dan
gaji Tergugat Rekonpensi PNS Gol IVb setiap bulan sebesar
Rp.5.755.700,- (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh
ratus rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi
mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :

i. Dalam Konvensi :
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BKD dalam fase pembuktian ;
4. Menghukum Pemohon Konpensi membayar biaya perkara ;
ii. Dalam Rekonpensi :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan = hukum  gugatan  Penggugat  Rekonpensi
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya
Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152
serta tuntutan hak sepertiga gaji suami PNS diatur dalam PP
Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan disempurnakan PP.No0:45
Tahun 1990 ;

3. Menyatakan menurut hukum hak asuh kepada anak yang lahir
dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan
Tergugat Rekonpensi bernama Salwa Fibula Mumtazah
Parampasi, umur 6 Tahun di berikan kepada Penggugat
Rekonpensi danmemberikan dan menetapkan Nafkah setiap
bulanya kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama
Salwa Fibula Mumtazar Parampasi, umur 6 Tahun sebesar
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar total tuntutan
Penggugat Rekopensi kepada Tergugat Rekonpensi yaitu Nafkah
Lampau Rp.290.000.000,+ Nafkah Mut'ah Rp.300.000.000,+
Nafkah Iddah Rp.300.000.000,yang harus dibayar oleh Tergugat
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ingin bercerai sebesar Rp.890.000.000,-

ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

iii.Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Demikian Duplik ini diajukan kehadapan Majelis Hakim sebagai
tanggapan dan sanggahan terhadap Replik Pemohon
Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
Dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini
diberikan kekuatan lahir dan Bathin dalam memeriksa, menadili dan
memutuskan Perkara ini ;
Dan atau sekiranya Ketua/Majelis berpendapat lain, maka;
Mohon putusan yang arif dan seadil-adilnya.Amin.

Bahwa atas Duplik dan Replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut,

Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada

pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon berketetapan pada
gugatan dan Replik dan juga jawaban Rekonvensi yang diajukan
sebelumnya karena itu secara mutatis mutandis menjadi bagian
jawaban dalam Duplik Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil
Penggugat Rekonvensi baik dalam gugatan Rekonvnesinya
maupun dalam Replik Rekonvensinya, kecuali yang dengan tegas-
tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi Tergugat
Rekonvensi ;
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d karena itu menurut Tergugat Rekonvensi/Pemohon baik
ketentuan pasal 149 dan pasal 152 KHI dan juga pasal 8 ayat (1)
dan (2) PP Nomor : 10/1983 Jo. PP Nomor : 45/1990 mempunyai
dimaksud dan tujuan yang paling mendasar adalah agar tidak
terlantarnya anak-anak dan bekas isteri sesudah perceraian atau
perpisahan terjadi, dan jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi
saat ini antara Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada
prinsipnya sudah berpisah (sudah pisah tempat tinggal dan/atau
meja ranjang selama 2 Tahun 5 Bulan atau 29 Bulan dan ini diakui
langsung secara tegas dan jelas oleh Penggugat Rekonvensi) dan
selama perpisahan terjadi baik anak maupun Penggugat
Rekonvensi tidak terlantar dan tidak susah makan malah masih
bisa memberi bantuan kepada orang lain (keponakannya dan
saudara-saudaranya, dll), dan kemudian disatu sisi perlu juga
diperhitungkan/ dipertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi
bukan pengangguran akan tetapi seorang Pekerja XXXXXXX XXXXXX
XXXXX, yang nota bene punya penghasilan pribadi, sehingga dalam
perkara a quo perlu diperdalam makna kebutuhan nafkah yang
sebenarnya, dan kemudian disisi lain lagi, perlu juga
dipertimbangkan apakah dibenarkan seorang ibu bekerja
(mempunyai pekerjaan/mempunyai penghasilan), yang nota bene
waktunya tersita untuk bekerja sehingga tidak dapat atau tidak
maksimal untuk mengurus anak dan waktunya juga tersita untuk

mengurus rumah, Sementara penghasilannya (gajinya) hanya
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bkai untuk kesenangan sendiri, kemudian untuk biaya

dan nafkahnya sendiri juga harus memintakan
dari Ayahnya (bekas suaminya) apakah ini yang
'ilan 277 ;

mpu melakukan jumpa Pers dengan mengajak makan para
wartawan dan membeberkan semua persoalan rumah tangga serta
memburuk-burukkan Tergugat Rekonvensi, dan walhasil rekan pers
menggunakan hasil jumpa pers tersebut untuk menekan Tergugat
Rekonvensi, dengan mengirimkan rekaman video wawancara
dalam jumpa pers kepada Tergugat Rekonvensi, apakah maksud
dan tujuannya ini ??? (Tergugat Rekonvensi mengetahui maksud
dan tujuan Penggugat Rekonvensi, bukan pada kebaikkan ataupun
dalih membuat sadar namun jauh daripada itu Penggugat
Rekonvensi mempunyai tendensi yang sangat tidak terpuji yaitu
mempermalukan Tergugat Rekonvensi dengan mengundang
wartawan dan memasukkan berita ke media public yang tentunya
dapat diakses bukan cuma di Indonesia, dengan harapan dapat
menekan Tergugat Rekonvensi sehingga akan mendapatkan
materi/uang yang sebesar-besarnya atas moment perceraian a
quo), (apakah ini yang dinamakan istri yang baik, isteri yang tetap
menjaga kehormatan suaminya atau sebaliknya isteri yang
menghancurkan dan kemudian meminta imbalan uang yang
fantastis), dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 bagian akhir
Penggugat Rekonvensi mendegungkan dan/atau melontarkan
tentang rasa keadilan berdasarkan hukum, sementara disatu sisi
Penggugat Rekonvensi melakukan pemaksaan untuk mendapatkan
uang yang sebesar-besarnya dari perceraian a quo dengan tanpa

menggunakan pikiran dan perasaan serta hati Nurani, karena
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Bahwa Penggugat Rekonvensi juga punya pekerjaan dan
penghasilan namun penghasilan digunakan sendiri, untuk nafkah
anak meminta tiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan
dalih untuk bayar pengasuh anak (babysister), jika harus memakai
pengasuh anak Tergugat Rekonvensi juga bisa melakukannya, hal
ini jelas memperlihatkan bahwa seorang ibu tidak punya tanggung
jawab apa-apa terhadap anaknya, (uang dari Tergugat Rekonvensi
kemudian yang mengurus anak adalah pengasuh/babysister)
karena itu tidak berlebihanlah jika Tergugat Rekonvensi meminta
agar bilamana ada tambahan untuk biaya nafkah anak maka
Tergugat Rekonvensi akan memberikannya dalam bentuk
barang/benda (baju, sepatu, tas, perlengkapan sekolah, buku-buku,
beras, susu dan lain sebagainya) mohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim agar benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta
dan kenyataan yang ada secara proporsional (layak, pantas dan
patut);

4. Bahwa untuk tidak menjadi debat kusir yang
berkepanjangan, maka Tergugat Rekonvensi langsung menanggapi
apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 4.1
yang mengatakan bahwa tidak mengkehendaki perceraian hamun
bila diputus perceraian maka gugatan Rekonvensi diajukan untuk
mendapatkan hak, bahwa untuk mendapatkan hak tidak harus
dengan gugatan rekonvensi sepanjang hak-haknya tersebut tidak

mengada-ada atau berlebihan;
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ad 4r;o dalam gugatan Rekonvensi, yang menyatakan seluruh
yaig dikemukakan dalam bagian Konpensi mohon dipandang
dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan ini,
earusnya tidak boleh dinyatakan demikian (termasuk dalam dalil
gugatan ini) karena jika itu merupakan dalil gugatan maka semua
dalil yang ada dalam jawaban Konpensi (dalil yang tidak menolak
cerai talak) akan bertentangan dengan semua dalil yang menerima
cerai talak dalam Rekonvensi, hal ini adalah kontradiksi atau
bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya,
karena itu jelas terjadi pertentangan antara dalil dalam gugatan
Rekonvensi karena itu demi hukum patutlah gugatan Rekonvensi
dari Penggugat Rekonvensi/Termohon ditolak;
Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4.2 adalah sangat
mengada-ada dan inilah sebenarnya juga yang menjadi sumber
terjadinya keributan, Penggugat selalu mempersoalkan materi dan
selalu menghitung-hitung pendapatan yang tidak tetap sehingga
merusak pikiran dan tidak puas dengan yang ada, Kembali
Tergugat Rekonvensi mau sampaikan agar Penggugat Rekonvensi
bisa menyadari juga kesalahannya : “diawal pernikahan Tergugat
dan Penggugat Rekonvensi masih tinggal menumpang dirumah ibu
Tergugat Rekonvensi, namun karena Penggugat Rekonvensi selalu
tidak cocok dengan Ibu Tergugat Rekonvensi dan memaksa
Tergugat Rekonvensi untuk membeli rumah sendiri, sehingga untuk
menghindari keributan terus menerus dengan ibu Tergugat
Rekonvensi, maka akhirnya Tergugat Rekonvensi terpaksa harus
meminjam uang dari sahabat Tergugat Rekonvensi dengan bunga
yang cukup tinggi untuk membeli rumah yang sekarang ini
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alahan memberikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan
Tergugat Rekonvensi dan yang lebih parah lagi perbuatan
Penggugat Rekonvensi membuat semua harta Tergugat
Rekonvensi ke atas Namanya sendiri, apakah ini yang dikatakan
Isteri yang baik atau Isteri yang mentaati perintah suami ??? dan
dikarenakan Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau menghargai
dan mendengarkan perintah suaminya maka Tergugat Rekonvensi
merasa sudah tidak mampu lagi untuk mendidik dan membina
Penggugat Rekonvensi dan daripada setiap hari hanya bertengkar
maka Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk keluar dari rumah
dan setelah itulah kemudian diisukan ada perselingkuhan sampai
Tergugat Rekonvensi dilaporkan baik ke Polisi, ke Gubernur dan ke
BKD Provinsi Sulteng dan saat ini Kembali Tergugat Rekonvensi
dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan perselingkuhan dan
penelantaran karena tidak mau memenuhi permintaan yang
dimintakan (apakah ini yang dikatakan ingin membuat sadar, sadar
untuk diperalat materinya ?) Ketika seorang isteri telah melaporkan
suaminya kemana-mana terlebih ke Polisi apalagi melakukan
jumpa pers mengundang para wartawan membeberkan semua
persoalan rumah tangga dan memburuk-burukkan suami itu
tujuannya BUKAN membuat suami sadar tapi itu Namanya
menabuh gendrang perang yang mempunyai motivasi tertentu
(siapakah yang Nusyuz disini);
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eusahaan, sadarlah Penggugat Rekonvensi jangan selalu
digelapkan oleh materi) ;

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4.4 garis
datar pertama yang pada intinya menuduhkan Tergugat Rekonvensi
sebagai “Raja Nusyuz”, bahwa kata-kata ini sangat tidak pantas
untuk di sampekan oleh seorang isteri yang katanya baik dan
penurut dan disamping itu juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak
mengatur istilah Nusyuz untuk suami, Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam yang disampekan Penggugat Rekonvensi bukanlah pasal
yang mengatur tentang Nusyuz pada suami melainkan Pasal yang
mengatur tentang Ketentuan Alasan-alasan Perceraian, Penggugat
Rekonvensi asal bunyi saja dan selebihnya tentang suami Nusyuz
sama sekali tidak ada pedoman kriterianya dalam Kompilasi Hukum
Islam, dan didalam Replik Rekonvensinya pada halaman 6 poin
4.4 garis datar pertama tidak nyambung uraiannya ke halaman 7
karena itu hal ini sangat menyulitkan Tergugat Rekonvensi dalam
menjawab pada Duplik Rekonvensi, berdasarkan pada hal tersebut
patutlah dalil pada poin 4.4 tersebut ditolak karena tidak jelas dan
tidak cermat atau setidak-tidaknya dikesampingkan demi hukum;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4.4
garis datar kedua/terakhir hal. 8 pada intinya menyatakan “tidak
mau perlu menjawab masalah tanah Kebun di 6 lokasi dengan total
luas sekitar 2 Ha, karena itu sudah masuk dalam rana gugatan
Harta Bersama, bahwa terhadap dalil ini maka Tergugat
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mbalik namakan atau membuat semua asset/harta ke atas
nama Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat
Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan
sejumlah hasil dari tanah Kebun di 6 lokasi dan pernyataan ini
Tergugat Rekonvensi keluarkan karena adanya tuntutan nafkah
lampau sebab bagaimana mungkin Penggugat masih mau
menuntut nafkah lampau lagi sedangkan hasil tanah kebun
dinikmatinya sendiri dan ini bukan rana gugatan Harta Bersama
(gono gini) melainkan Adanya Perbuatan Penggugat Rekonvensi
yang Pertama Membalik namakan atau membuat jadi pengatas
namaan seluruh harta kenama Penggugat Rekonvensi tanpa
sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, kemudian Perbuatan Kedua
Mengambil sendiri hasil tanah Kebun dari 6 lokasi. Perbuatan
Pertama yaitu membaliknamakan semua harta yang ada secara
diam-diam (masuk pada perbuatan Nusyuz, vyakni tidak
menghormati/mentaati suami) kemudian Perbuatan Kedua yaitu
mendapatkan hasil kebun; kedua-dua perbuatan tersebut bukan
rana gugatan Harta Bersama, Penggugat Rekonvensi mencoba
mengalihkan atau mengaburkan keadaan karena itu dalil
Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

7. Bahwa untuk tanggapan Tergugat Rekonvensi atas dalil
Penggugat Rekonvensi pada poin 5 Replik Rekonvensinya tentang
tuntutan hak asuh anak, maka pada prinsipnya Tergugat

Rekonvensi menyerahkan pada ketentuan hukum, namunpun
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grgugat Rekonvensi sebelumnya akan memberikan
ehtang kondisi dan fakta yang ada, yaitu :

a Penggugat Rekonvensi mempuyai pekerjaan karena
atis waktunya juga terbatas untuk mengasuh anak
dnya Penggugat Rekonvensi memakai jasa Pengasuh
(babysister) dan selama ini biayanya dari Tergugat
REkonvensi memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) per bulannya karena itu jika hanya menggunakan jasa
Pengasuh anak sebenarnya Tergugat Rekonvensipun bisa
melakukannya; karena itu apakah Hak Asuh ini dapat diberikan
juga kepada Tergugat Rekonvensi ? mengingat anak hanya
diserahkan kepada Pengasuh anak (babysister);--

2. Bahwa biaya untuk pengasuh anak (babysister) juga dari
Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa dari apa yang sudah dikemukakan pada poin 7
diatas, maka Tergugat Rekonvensi berketetapan pada jawaban
terdahulu yakni hanya mampu memberikan uang nafkah anak
setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk
biaya pengasuh anak dan ditambah dengan pemberian dalam
bentuk barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras, perlengkapan
sekolah, dan lain-lainya yang jika dinilai dengan uang tidak melebihi
sebesar Rp. 1.750.000,-) dan jika anak sudah tidak memerlukan
Pengasuh (babysister) lagi maka biaya untuk pengasuh anak
(babysister) juga tidak diberikan lagi namun akan diberikan biaya
sebesar Rp. 1.750.000,- tambahan 10% dari nilai yang ada untuk
setiap tahunnya diluar kebutuhan yang bersifat barang (misalnya
baju, sepatu, susu, beras dan lain sebagainya) sampai anak
dewasa secara hukum dan sudah bisa mandiri ;

9. Bahwa untuk dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 6
Replik Rekonvensinya, tentang uang Nafkah Lampau sebesar Rp.
290.000.000,- dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- serta
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(masa iddah) sebesar Rp. 300.000.000,- ; Tergugat
menolak jumlah yang diajukkan tersebut, dengan

a terjadinya pengajuan permohonan cerai talak ini
kan perbuatan Penggugat Rekonvensi sendiri, yang
melakukan kebohongan alias sembunyi-sembunyi
fembaliknamakan atau membuat semua harta tidak bergerak
Rumah dan Tanah Kebun di 6 lokasi keatas nama Penggugat
Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan
mengeluarkan uang secara sembunyi-sembunyi/diam-diam
(apa maksudnya apa motivasinya);
2. Bahwa jumlah tersebut sangat tidak masuk akal (tidak
rasional) karena Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang
XXXXXXX XXXXXX XXXxX Gol. IV b, yang kebetulan menjabat
sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Madani (RSUD)
bukan seorang Pengusaha dan Bukan Direktur Rumah Sakit
swasta yang besar hanya Direktur Rumah Sakit Pemerintah
Daerah, sehingga sangat tidak logis nilai-nilai yang diajukan
oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;
3. Bahwa adapun nilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi
adalah sebagai berikut:
3.1. Untuk Uang Nafkah Lampau sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah); Dengan pertimbangan Penggugat
Rekonvensi selama ini sudah juga mendapatkan hasil dari
tanah Kebun cengkeh di 6 lokasi, kurang lebih Luas 2 Ha,
yang selama ini hanya Tergugat Rekonvensi yang
mengelola dan mengetahui hasilnya tidak pernah
memberitahukannya; Dan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta Rupiah) tersebut sudah besar nilainya kalau hanya
untuk dipakai makan sendiri pastilah cukup, karena semua
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A% (sgpuluh juta rupiah); Dengan pertimbangan hidup
} Bgrsama dari awal sudah kurang harmonis, penghormatan
dan penghargaan Penggugat Rekonvensi kepada Ibu
7 (orang tua perempuan) Tergugat Rekonvensi kurang begitu
baik pada waktu tinggal Bersama, akibatnya Tergugat
Rekonvensi serba salah, sampai harus meminjam uang
kerentenir untuk membeli Rumah yang ditempati
Penggugat Rekonvensi sekarang ini, kemudian Perbuatan
Penggugat Rekonvensi yang membaliknamakan semua
harta tidak bergerak keatas namanya secara diam-diam,
mengeluarkan uang secara diam-diam tanpa
sepengetahuan Tergugat Rekonvensi (perbuatan
Nusyuz/membohongi suami), Namunpun demikian untuk
menghargai Penggugat Rekonvensi pernah menjadi Isteri,
maka nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut
sangat besar nilainya bagi seorang XXxXXxXX XXXXXX XXXXX
Gol. IVb;
3.3. Untuk Uang Nafkah Iddah (masa lddah) sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Dengan pertimbangan
bahwa mengingat telah terjadi pisah tempat tinggal dan
pisah meja dan ranjang selama 2 Tahun 5 bulan, maka
masa iddah sebenarnya sudah terlewati baik 3 bulan
maupun 6 bulan bahkan sudah 29 bulan, dan juga ada
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Nusyuz (tidak
mentaati suami atau membohongi suami dengan cara
membaliknamakan semua harta tidak bergerak keatas
namanya secara diam-diam, mengeluarkan uang secara

diam-diam), namunpun demikian untuk menghormati
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kompilasi hukum Islam telah dikedepankan maka dikarenakan
sumber keuangan Tergugat Rekonvensi juga dari gaji pokok
yang ada maka tidak mugkin untuk dilakukan pembagian
kembali dari gaji pokok (nafkah anak sudah diberikan Rp.
5.000.000,- ditambah dalam bentuk barang tidak melebihi Rp.
1.750.000,-), maka jika gaji pokok dibagi lagi jelas Tergugat
Rekonvensi sudah tidak punya sumber keuangan lagi, salah
satu tujuan hukum adalah keadilan apakah dapat dirasa adil
bila sudah dibebani tanggungan nafkah anak kemudian
dipotong lagi gaji/pendapatan untuk anak 1/3 dan bekas isteri
1/3 sementara bekas isteri punya penghasilan tapi tidak
dibebani apa-apa untuk anaknya dan kemudian bekas isteri
masih diberikan nafkah Lampau, nafkah Mut'ah dan nafkah
Iddah walaupun telah Nusyuz, Tergugat Rekonvensi mohon
keadilan;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga masih ada tanggungan
pada perkawinan sebelumnya (perkawinan pertama, ada anak
satu orang) sehingga jika harus dibagi maka nilainya menjadi
amat sangat kecil dan tidak mungkin lagi bisa menghidupkan
Tergugat Rekonvensi karena harus dibagi menjadi 5 (lima)
bagian (1/3 untuk anak dari perkawinan pertama dan 1/3 untuk
ibunya dan 1/3 untuk anak sekarang ini dan 1/3 untuk ibunya
dan 1/3 lagi untuk Tergugat Rekonvensi), salah satu tujuan

hukum adalah kemanfaatan, karena itu menurut hemat
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hukum Tergugat Rekonvensi tidak ada manfaatnya
gaji/pendapatan tersebut bahkan akan mempersulit
| Rekonvensi melaksanakan kewajiban lainnya nanti
uffuk fpafkah anak-anak serta kebutuhan lainnya, mohon
| .r bangan yang arif dan bijaksana dari Yang Mulia Majelis

pada uraian-uraian dan dalil-dalil hukum diatas, sudilah

perkara a quo, memutuskan:

DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Rekonpensi dari Tergugat
Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hak asuh anak Salwa Fibula Mumtazar Parampasi
sesuai dengan ketentuan hukum;
- Menyatakan uang nafkah anak Salwa Fibula Mumtazar Parampasi
setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk
biaya pengasuh anak dan ditambah dengan pemberian dalam
bentuk barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras, perlengkapan
sekolah, dan lain-lainya yang jika dinilai dengan uang tidak melebihi
sebesar Rp. 1.750.000,-) dan jika anak sudah tidak memerlukan
Pengasuh (babysister) lagi maka biaya untuk pengasuh anak
(babysister) juga tidak diberikan lagi namun akan diberikan biaya
sebesar Rp. 1.750.000,- tambahan 10% dari nilai yang ada untuk
setiap tahunnya diluar kebutuhan yang bersifat barang (misalnya
baju, sepatu, susu, beras dan lain sebagainya) sampai anak dewasa
secara hukum dan sudah bisa mandiri;
- Menyatakan pemberikan uang nafkah Lampau sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang masa lddah sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta uang Mut'ah sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 62 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62



Disclaimer

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah  Nomor
873.4/0464/BKD tentang pemberian izin perceraian atas nama dr
Nirwansyah Parampasi, Sp PA. dikeluarkan tanggal 6 Juli 2021.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua

Majelis;

. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Nomor 7271021703730004 yang

dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tanggal 20
september 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan

paraf Ketua Majelis;;

. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak an Salwa Fibula

Mumtazar Parampasi yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan
dan catatan sipil kota Palu tertanggal 11 November 2011. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua

Majelis;
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Kutipan Akta Nikah (yang telah diperbaiki tanggal
dengan akta nikah Nomor 284/29/X/2014 yang
Hhi oleh Mansur Lc.MA dari Pegawai Pencatat Nikah

. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 4336.4 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020
tentang Pembatalan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Khusus
Covid 19 bagi Pejabat Struktural; Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 249/UM/2000/2000 an. Alif
Tibia Zuhli yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil tanggal 26 Mei 2000; Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Foto copy Daftar Gaji dan tambahan Penghasilan yang dikeluarkan
oleh Kepala Bagian Tata usaha Rumah Sakit Madani Palu,
tertanggal Maret 2021; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi
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| 1, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan S1,
XX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KOTA PALU;, di
memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di Palu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu
orang anak;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang
ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena saat ini sudah
tidak serumabh lagi;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai
pisah tempat tinggal pada saat Pemohon mulai menangani covid 19
tahun 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berselisih
Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu Pemohon
tidak kembali ke rumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita
Pemohon saat sama-sama bekerja menangani pasien covid;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang
penggerebekan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan oleh
Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi jika
Pemohon menitipkan uang Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
pada pengasuh anaknya;
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- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan bernama
Faldanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Om Dokter;
- Bahwa saksi tidak tahu uang jasa Om Dokter;
Saksi 2 SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2,
pekerjaan XXxXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KOTA PALU, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang
anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena saat ini sudah tidak
serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pisah tempat

tinggal pada saat mulai menangani covid 19 tahun 2020;
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saksi tidak mengetahui penyebab berselisih
N Termohon, tetapi Termohon tidak cocok dengan

Bahwa saksi tidak tahu ada orang ketiga dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan penelantaran, hanya saksi
mengetahui Pemohon mentransfer uang Rp.15.000.000,00 (Lima
belas juta rupiah) melalui rekening Pengasuh untuk anak dan
istrinya pada bulan November yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hanya menerima jasa covid ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mencalonkan Bupati Sigi;
- Bahwa saksi tidak tahu Komunitas Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada rumah Pemohon di jalan Tanggul;
- Bahwa saksi tidak tahu uang jasa Om Dokter;
Saksi 3, SAKSI 3, umur 52 tahun, agama lIslam, pendidikan S2,
pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di XXX XXXXXXX
XxXxxX X 27 Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Palu Selatan,xxxx
xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang

anak;
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h kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
ka tidak harmonis;

a saksi tidak tahu perselisihan Pemohon dan
"karena tidak pernah lihat Pemohon berselisih dengan
namun yang saksi ketahui sejak awal menikah
p6hon tidak cocok dengan orang tua (ibu mertua) Termohon;
Bahwa setahu saksi, Termohon kurang perhatian kepada Ibu
Pemohon sebagai mertuanya, Termohon lebih peduli pada
keluarganya sendiri;

- Bahwa penyebabnya saat lebaran, Termohon memberikan
kue kepada ibu Pemohon hanya setengah toples sementara pada
orang tuanya sendiri sampai 8 hingga 12 Toples, seperti itulah
membuat ibu pemohon tersinggung dan menyampaikan pada
pemohon;

- Bahwa setahu saksi, karena banyak kejadian lain yang
serupa, dan akhirnya menjadi penyebab cekcok
PemohondanTermohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah
tempat tinggal/rumabh;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang
lebih 2 tahun lamanya,;

- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat bersama
adalah Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahuperselingkuhan Pemohon;

- Bahwa saksi hanya dua kali pernah berkunjung ke rumah
Pemohon dan Termohon karena uandangan ulang tahun anaknya;

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan Pemohon
dan Termohon hanya factor tidak cocok dengan ibu mertua

Termohon;
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elalu minus,dan rugi, sehingga diambil alih oleh Pemohon hingga
sekarang;

- Bahwa saat warkop diambil alih oleh Pemohon, Termohon
mengamuk dan berguling-guling ditanah, yang membuat Pemohon
malu;

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon pindah rumah, sudah
ada keretakan dalam rumah tangga namun Pemohon masih
bertahan;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa lama setelah pindah
rumah kemudian Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggalkan rumah dan tinggal
di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu rumah di jalan Tanjung [;;

- Bahwa saksi tudak tahu penggerebekan;

- Bahwa saksi tidak tahu nafkah yang diberikan oleh
Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak ketiga dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon

- Bahwa saksi hanya tahu ada penggerebekan dari kakak
saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu laporan penelantaran, yang saksi
tahu Pemohon mentransfer uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) melalui rekening Pengasuh, untuk anak dan isterinya pada
bulan November;
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setahu saksi hanya jasa covid yang diterima

A saksi tidak tahu Pemohon mau mencalonkan Bupati;

menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
A. Surat

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor 7271024704850006 An.
Muflihah A.Md. Keb, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan
catatan sipil dan kependudukan tanggal 01 Juli 2019, bukti surat
tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok dan sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf
dan diberi tanda bukti (T.1);

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7271021907120001, kepala keluarga
An. Nirwansyah Parampasi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX.
XXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 13 Mei 2019; bukti surat tersebut oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan
sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi
tanda bukti (T.2);

3. Foto copy Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
KUA XXxxxXxxxx xxxxxx, Kabuapten Donggal Nomor: 284/29/X/2014,
tanggal 26 Oktober 2014; bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai
cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (T.3);
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dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai
aih dinazegelen, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (T.4);
Wperitahuan perkembangan hasil penyidikan, Nomor

sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan
diberi tanda bukti (T.5);

6. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/978/X1/2021/SPKT/
ResPalu/PoldaSULTeng yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian
resort Palu tanggal 10 November 2021, bukti surat tersebut oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan
sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan
diberi tanda bukti (T.6);

7. Asli Surat Pernyataan Kepala Madrasah Nomor : 138/R.A/
DWP.AG/I/PB/XI/2021, tanggal 5 November 2021 yang dikeluarkan
oleh Kepala Raudhatul Athfal, Bukti tersebut telah diteliti
kebenarannya oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7 ;

7.A. Bukti Surat Fotocopy Perincian Pembayaran Sekolah mulai
tahun pelajaran 2019-2020 s/d 2021-2022,yang membayar
Temohon Konpensi yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal
Dharmawanita KEMENAG Propinsi Sulawesi Tengah, tanggal 05
November 2021, Bukti tersebut telah diteliti kebenarannya oleh
Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen lalu diParaf
dan diberi tanda Bukti T.-7A) ;

7.B. Bukti Fotocopy Formulir Pendaftaran Sekolah tertanggal 28
Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal
Dharmawanita KEMENAG Propinsi Sulawesi Tengah, Bukti tersebut
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'Focotopy Biaya Pendaftaran Ulang Tahun Pelajaran

192020 tertanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh
Raudhatul Athfal Dharmawanita KEMENAG Propinsi
dgwesi Tengah, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan
egan aslinya ternyata sesuai aslinya yang dinyatakan oleh Ketua
Majelis, tanpa meterai, lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7C) ;
7.D. Bukti Focotopy Biaya Pendaftaran Ulang Tahun Pelajaran
2020-2021 tertanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh
Kepala Raudhatul Athfal Dharmawanita KEMENAG Propinsi
Sulawesi Tengah, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai aslinya yang dinyatakan oleh Ketua
Majelis, tanpa meterai lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7D) ;
7.E. Bukti Focotopy Biaya Pendaftaran Ulang Tahun Pelajaran
2021-2022 tertanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh
Kepala Raudhatul Athfal Dharmawanita KEMENAG Propinsi
Sulawesi Tengah, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, tanpa meterai yang
dinyatakan oleh Ketua Majelis, lalu diParaf dan diberi tanda Bukti
T.-7E) ;
7.F.Bukti Focotopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Salwa Fibula
Mumtazah Parampasi lahir pada tanggal 31 Agustus 2015
dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Ctatan Sipil 11 November
2015, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai aslinya, tanpa meterai yang dinyatakan oleh Ketua
Majelis, lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7F) ;
8. Bukti Fotocopy Print Out Foto Pemberian dr.Nirwansyah,Sp.PA
(Pemohon Konpensi) sebagai ayah kepada anaknya selama
meninggalkan anaknya yaitu :(1). Baju, Sepatu dan 2 Buah Jam Tangan
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Kuning diberi pada tahun 2020, (2). Dua Baju diberi
- a s 2020, (3). Tiga buah Parfum, Dua Baju dan Sendal
it dibe.zly;i tan g,_,- 21 Februari 2021, (4). Tiga buah Baju diberi pada
‘ M'et 2021,(5). Sepatu dan Baju bulan April 2021 diberi

itri. Dan uang bulanan, uang sekolah dan Jajan serta
dak pernah diberi hanya Pengasuhnya yang digaji

(lima juta rupiah) perbulan. Kemudian(Pemohon

anaknya setelah Perkara ini berproses di Pengadilan Agama Palu

dengan Laporan Polresta Palu (Sesuai dengan asli diberi tanda Bukti

T.-8) ;

9. Bukti Fotocopy Surat jawaban Permintaan Data Kepada Bapak Direktur
Rumah Sakit Madani Nomor 13/5299/870/x/2021, yang dikeluarkan
oleh An Direktur RSUD Madani Propinsi Sulawesi Tengah, Kabag Tata
Usaha tertanggal 14 Oktober 2021, Bukti tersebut telah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup
dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi tanda Bukti T.-9);

9.A. Bukti Fotocopy Surat Permintaan Data Kepada Bapak
Pimpinan Laboratorium Prodia Atas nama dr.Nirwansyah,Sp.PA
(Pemohon Konpensi) tertanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan
oleh Kuasa Hukum, tertanggal 12 Oktober 2021, Bukti tersebut
telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,
tanpa meterai, lalu diparaf dan diberi tanda Bukti T.-9A);

9.B. Bukti Fotocopy Surat Permintaan Data kepada Bapak Dekan
Fak.Kedokteran Untad Atas nama dr.Nirwansyah,Sp.PA tertanggal
12 Oktober 2021, Jawabannya sama dengan bukti T.9 diatas
keberatan memberikan gaji sebagai Pengajar di Untad, yang
dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Termohon, Bukti tersebut telah
diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,
tanpa meterai, lalu diparaf dan diberi tanda Bukti T.-9B) ;
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|Fotocopy Surat Permintaan Data kepada Kepada
boratorium Klinik Prodia, tertanggal 12 Oktober

i 2021,}zan

g [diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon, Bukti tersebut

Jeptember 2021 Rumah Sakit Umum Madani Palu Prov.Sulteng Atas
nama dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Konpensi), Gaji Pokok
Rp.5.755.700,- (lima juta tujuh ratus lima puluh lima tujuh ratus rupiah)
dan Tunjangan Rp.7.700.000,- (tujuh juta tuju ratus ribu rupiah), yang
dikeluarkan oleh secretariat Rumah Sakit Umum MADANI Palu, Bukti
tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf dan
diberi tanda Bukti T.-10);

Bukti Fotocopy laporan Termohon Konpensi kepada Gubernur
Propinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan
oleh Termohon. Bukti tersebut telah diteliti kebenarannya dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup
dan telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi tanda tanda Bukti T.-11)
Bukti Print Out foto dari Face Book (FB) dan Insagram (IG) dengan
Pr.Fhana yang diambil dari postingan Facebook dan Instagram
An.Fhana-Titian dan an.Nirwansyah Parampasi serta postingan
An.Wawan (Tim sukses Om Dokter), bermeterai cukup dan telah
dinazegellen, lalu diparaf dan diberi tanda tanda Bukti T.-12) ;

Bukti Print Out foto dari Facebook dan Insagram kegiatan
dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Konpensi), bermeterai cukup dan
telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi tanda tanda diberi tanda
Bukti T.-13);
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Qut foto dari Facebook (FB) dan Instagram (IG)
p.PA (Pemohon Konpensi) bukan sebagai karyawan
in Direktur Rumah Sakit Madani., bermeterai cukup dan
gllen, lalu diparaf dan diberi tanda Bukti T.-14) ;

Out foto dari Facebook (FB) dan Instagram

bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi tanda
Bukti T.-15) ;

16. Bukti Print Out Facebook postingan FB dr.Nirwansyah,Sp.PA
(Pemohon Konpensi) bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu
diparaf dan diberi tanda diberi tanda Bukti T.-16) ;

17. Bukti Print Out Facebook dan Instagram dr.Nirwansyah,Sp.PA
(Pemohon Konpensi) sebagai Ketua Gugus Covid 19 bermeterai
cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi tanda Bukti T.-
17);

18. Bukti Print Out Facebook dan Instagram dr.Nirwansyah,Sp.PA
(Pemohon Konpensi) mencalonkan diri sebagai Bupati Sigi Tahun
2024 bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu
diparaf dan diberi tanda diberi tanda Bukti T.-18) ;

19. Bukti rekaman Video dalam bentuk piringan kaset CD (Compac Disc)
P.19;

B. Saksi
Saklsi 1. SAKSI 4, umur 44 tahun, agama lIslam, pendidikan S1,
pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di XX XXXXXX, XXXXX
XXX XX XXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Banawa, Kabupaten

Donggala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON
sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
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setelah menikah rumah tangga Termohon dan

kun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu

- Bahwa awalnya saksi ketahui sekitar bulan Mei tahun 2019,
saksi di telepon Pemohon yang menyatakan bahwa antara
Termohon dengan Pemohon bertengkar dan Pemohon menyatakan
telah mengusir Termohon;

- Bahwa sebagai kakak, saksi hanya menasihati baik baik
dengan mengatakan apa tidak bisa dibicarakan baik-baik dulu, dan
panjang lebar saksi berbicara ditelepon bahkan sempat
mengingatkan Pemohon, jangan rumah tangga kamu gagal kedua
kalinya; karena Pemohon pernah menikah dengan isteri pertama
dan cerai, olehnya saksi menasihati di telepon seperti itu;

- Bahwa setahu saksi, setelah penasihatan tersebut lama tidak
berkabar, dan terakhir saya dengar tambah parah masalahnya
sampai ke Pengadilan ini;

- Bahwa Setahu saksi penyebabnya rumah tangga Termohon
dan Pemohon tidak rukun adalah karena pihak ketiga (perempuan
lain);

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari anak Salwa, umur
5 tahun, yang mengatakan kalau Abinya (Pemohon) membawa
perempuan lain masuk ke dalam rumah dengan jalan jongkok;

- Bahwa anak Salwa cerita hanya Pemohon mengecup
perempuan tersebut dari depan;

- Bahwa seingat saksi, anak Salwa dua kali bercerita apa yang
dia lihat, pertama tahun 2019 dan satu kali di tahun 2020;
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setahu saksi ada dua kali kejadian Pemohon
perempuan ke rumah mereka, yang pertama saat
¢ Surabaya, dan yang kedua saat Termohon Dinas;

a saksi tahu hal tersebut dari anak Salwa;

a anak salwa tahu nama perempuan lain tersebut,

fho

# Bahwa saat cerita pertama tahun 2019, usia anak Salwa 4

bilang namanya Alfina dan yang satu lagi Fadalna;

ahun dan cerita keduakalinya tahun 2021, anak salwa berusia 6
tahun;

- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah
berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2019;

- Bahwa setahu saksi selama Termohon dan Pemohon pisah
tempat tinggal, Pemohon mengirim nafkah kepada Termohon dan
anaknya via transfer;

- Bahwa setahu saksi Transfer uang dari Pemohon ditujukan
untuk anak Termohon dan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Termohon menerima transferan uang
dari Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan Mei
2019 dan kedua pada bulan November 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa saksi mengetahui ada transferan tersebut dari
Termohon;

- Bahwa setahu saksi transfer dilakukan 2 (dua) hari sebelum
penggerebekan polisi;

- Bahwa saat bercerita kepada saksi, Anak Salwa saat itu
berusia 4 tahun tahun 2019;

- Bahwa seingat saksi, Salwa bercerita 2 (dua) kali, yang
pertama tahun 2019, dan kedua 2021 usia 6 tahun;

- Bahwa setahu saksi saat Pemohon menelepon saksi bahwa
Pemohon mengusir Termohon, saat itu Pemohon tinggal di JI Jalur
Gaza;
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- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengelola dana transferan
dari Pemohon kepada anaknya;
- Bahwa saki tidak tahu ada pemberian dana tunai dari
Pemohon kepada anaknya;
Saksi 2, SAKSI 5, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1,
pekerjaan XxXXxx XXXXX XXXxxX, bertempat tinggal di KOTA PALU, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan
Termohon bernama TERMOHON,;
-Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan
Pemohon dan Termohon, tetapi saya bertetangga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon sejak 7 tahun yang
lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak
perempuan bernama Salwa umur 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon
awalnya rukun-rukun dan bahagia ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang rumah tangga Termohon dan
Pemohon tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya bertetangga rumah dan
pernah mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon
pada bulan April tahun 2019 yang lalu;
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dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu lagi bagaimana selanjutnya, tetapi kalau
sebelumnya yang saksi lihat Termohon selalu antar Pemohon
sampai ke mobil dan biasa sama sama berangkat kerja;

-Bahwa setahu saksi Termohon sudah pisah rumah dengan
Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi tidak tahudimana Pemohon bertempat tinggal selama
pisah dengan Termohon;

- Bahwa saksi pernah dengar anak Salwa cerita kalau Abinya
(Pemohon) datang ke rumah dan Termohon juga cerita kalau Bapak
(Pemohon) mau datang ke rumabh;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon tidak tinggal
bersama Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kalau Pemohon pernah
kembali bersama Termohon tetapi hanya diceritakan Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Rumah Sakit Madani;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi hanya dengar dari cerita anaknya Salwa, bahwa
Pemohon mengani Covid 19 tetapi tidak detail;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari teman bahwa Rumah Sakit

Madani menjadi Rumah Sakit rujukan Covid 19;
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Bahwa setahu saksi dana transfer tersebut diketahui oleh
Termohon;
- Bahwa Anak Salwa saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon mampu mengasuh anak tersebut,
karena ada gaji Termohon sebagai PNS, abinya (Pemohon) juga
biasa mengirim;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap bulan Termohon dikirimi
Pemohon uang nafkah;
- Bahwa saksi tahu perempuan lain Pemohon namanya Fana;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa Anak salwa tidak cerita dikasih uang kes, yang dicerita
hanya uang transferan saja;
- Bahwa seingat saksi, saat Pemohon dan Termohon bertengkar
tidak ada menyebut nama orang lain, yang disebut hanya
perempuan lain, nanti setelah teman saksi cerita baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Pemohon sebagai seorang
dokter, yang saya tau saat pengangkatan;
Saksi 3, Nurafifah binti Abd Rahman Bampe, umur 22 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx
XXXXXX XXXXX  XXXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten
Donggala, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan
Termohon bernama TERMOHON,;

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi dan Termohon adalah tante;
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Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, mereka tidak rukun
karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon berselingkuh dengan
perempuan lain, tetapi hanya diceritakan oleh Termohon;

- Bahwa seingat saksi hama perempuan lain tersebut adalah: Alfina
Dewi;

- Bahwa saksi tahu nama tersebut dari cerita Termohon;

- Bahwa saksi belum pernah bertemu perempuan tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak Oktober 2019;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah yang diterima Termohon,
saksi tahu setelah diceritakan oleh Termohon;

- Bahwa setahu saksi, gaji Pemohon Rp 5.000.000,00 (Lima juta
rupiah) lebih;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi menemani Termohon
pergi bertanya kepada bendahara gaji Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui penghasilan Pemohon adalah:
Tunjangan Pegawai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),
Jasa Umum sebagai Direktur Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah), Jasa Penanganan Covid Rp 800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah) untuk Pemohon;

- Bahwa saksi mendengar dari keterangan bendahara dari surat
yang dibacakan bendahara mengenai biaya covid dan jasa
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id dari total dana covid 15 Miliar, maka 3 (tiga) persen
dari 15 Miliar tersebut;

Frenangani Covid,;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon sebagai dosen di UNTAD;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Termohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mencalonkan diri sebagai Bupati Sigi
tahun 2024;

- Bahwa saksi tidak melihat kegiatan Pemohon secara langsung,
tetapi saya mengetahui dari postingan di media social (medsos);

- Bahwa saksi diajak Termohon menemui bendahara Pemohon
hanya untuk mengetahui gaji Pemohon;

- Bahwa saat menemui bendahara tidak ada dana diserahkan, yang
diperlihatkan hanya berupa daftar gaji;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, ada nafkah dari
Pemohon tetapi untuk anaknya;

- Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah untuk Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah Termohon meminta nafkah, dan
harusnya tidak perlu Termohon meminta, tetapi wajib Pemohon beri;
- Bahwa saksi tahu mengenai penggerebekan;

- Bahwa saksi tahu karena saksi ikut memantau pada saat itu;

- Bahwa seingat saksi yang ikut penggerebekan Pemohon adalah:
Om Hafid, Rynaldi,Fahri, saksi sendiri dan Termohon dan Pak Polisi;
- Bahwa saksi yang memanggil Polisi di suruh Termohon;

- Bahwa yang ditemukan ditempat penggerebekan adalah ada

perempuan lain;
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perempuan tersebut adalah Fana;
menjadi penyebab Pemohon dan Termohon

Hfena gangguan perempuan lain;

- Bahwa seingat saksi, anak Salwa dua kali bercerita apa yang dia
lihat, pertama tahun 2019 dan satu kali di tahun 2020;

- Bahwa setahu saksi ada dua kali kejadian Pemohon membawa
perempuan ke rumah mereka, yang pertama saat Termohon ke
Surabaya, dan yang kedua saat Termohon Dinas;

- Bahwa anak salwa tahu nama perempuan tersebut, salwa bilang
Alfina dan yang satu lagi Fadalna;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah
tempat tinggal pada bulan Oktober 2019;

- Bahwa sewaktu saksi pergi bertenya tentang gaji Pemohon,
Pemohon dan termohon sudah berpisah;

- Bahwa saksi pergi bertanya tentang gaji Pemohon bulan November
menemani Termohon;

-Bahwa Termohon dan saksi menemui Bendahara gaji dan
Sekretaris Pemohon; dan yang ditanya juga tentang gaji Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang jasa BPJS, hanya dengar
cerita Termohon;

- Menurut Terhon BPJS Pemohon Rp 40.000.000,00 (Empat puluh
juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa nanti bulan November 2021
Pemohon baru dilaporkan;

- Bahwa saksi tidak tahu proses laporan Polisi;
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lhu saksi uang pemberian Pemohon kepada anak
2 rekening anak;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan
Termohon bernama TERMOHON,;

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Termohon;

- Bahwa setelah menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon
rukun-rukun dan bahagia dan telah dikaruniai satu orang anak
bernama Salwa, umur 6 tahun;

- Bahwa setahusaksi, saat ini Pemohon dan termohon tidak rukun
lagi sejak bulan Mei 2019 selalu bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon;

- Bahwa dari cerita Termohon, bahwa penyebab tidak rukun karena
pihak ketiga/perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri tetapi hanya cerita dari Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal;

- Bahwa saksi mendengar dari Termohon, bahwa Pemohon yang
meninggalkan rumah;

- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Pemohon dan Termohon sebagai
PNS;

- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon, bahwa Pemohon
menangani Covid;

- Bahwa saksi tidak mendengar kisru rumah tangga Pemohon dan
Termohon, tetapi hanya cerita dari Termohon;
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Termohon;

- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada saksi, karena

Pemohon lambat kirim uang;

- Bahwa Termohon pinjam uang untuk bayar asuransi;

-Bahwa Termohon tidak kekurangan wuang, tetapi karena

pembayaran asuransi lebih awal daripada transferan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ingat waktunya, ketika Termohon menceritakan

semua masalahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau hubungan Termohon dengan ibu

mertua tidak baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

- Bahwa saksi tidak lihat dan tidk tahu FaceBook dan Instagram

Pemohon dan Termohon, saksi hanya diceritakan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah
mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2022,
sebagimana telah dicatat daloam Berita Acara Sidang perkara ini dan
untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam duduk perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi
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bahwa sebagai seorang XXXXXXX XXXXXX XXXXX,

nemperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan

¢luarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok
perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan
mengenai Surat Kuasa para pihak.

Menimbang, bahwa Surat kuasa Pemohon kepada Uhut Hutapea,
SH., dan Hj. Nurhana, SH, dan Jihan Syaira Zaiful, S.H. Ketiganya adalah
Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor
pada Kantor Advokat, HUTAPEA & PARTNERS beralamat di Jalan
Pattimura Lorong Maesa NO. 3, XXXXXXXXX XXXX XXxXX, Kecamatan Palu
Timur, xxxx xxxX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus register Nomor
199/C-I1X/2021/PA Pal. tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah
dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyumpahan, dan Kartu Tanda
Pengenal Advokat masing-masing yang masih berlaku, karena itu surat
kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon kepada Sjaifuddin
Syam, S.H., M.H. dan Lisnawati, S.H. keduanya adalah Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “SJAIFUDDIN SYAM, SH.MH. &
REKAN", beralamat di Jalan Sultan Alauddin Blok I.B No0.18, Kelurahan
Silae, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXX, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus register nomor 209/C-1X/2021/PA Pal. tanggal 23
September 2021;
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Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Paraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Para pihak telah dianjurkan untuk beracara
secara e-litigasi, namun para pihak memilih untuk beracara secara litigasi
biasa sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara
biasa;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah
diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim
maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat
(1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal
tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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| bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan
adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering

_- lain Termohon tidak menghargai dan menghormati
pfohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa

meminta izin Pemohon, Termohon sering mengeluarkan

éepengetahuan Pemohon, Termohon melaporkan Pemohon kepada
atasan dan Kepolisian sehingga reputasi dan kehormatan Pemohon
dimata masyarakat sudah tercemar sehingga karir Pemohon menjadi
terancam akibat perbuatan Termohon;

Menimbang, bahwa karena adanya permasalahan-permasalahan
tersebut sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal kurang lebuh 2 tahun dan selama berpisah tempat
tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup bersama
lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada
pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-
dalil permohonan pemohon, Termohon mendalilkan bahwa hubungan
hubungan Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun hingga
dikaruniai 1 orang anak, namun kebahagiaan tersebut tidak berlansung
lama karena ulah Pemohon sendiri yang memiliki hubungan dengan
perempuan lain, Termohon membantah sering mengambil keputusan
sendiri tetapi setiap mengambil keputusan dimusyawarahkan dengan
Pemohon termasuk harta atas nama Termohon adalah atas persetujuan
Pemohon, Termohon tetap menghargai Pemohon dengan menunggu dari
tahun 2019 sampai sekarang agar kelakuan Pemohon dapat berubah,
bahwa Termohon menolak permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh
Pemohon demi perkembangan anak dikemudian hari;
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oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1
sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang tanggal
pernikahannya menurut Termohon terjadi pada tanggal 26 Oktober 2014
dihubungkan dengan bukti P5 dan bukti T3 dan setelah Majelis Hakim
mencocokan dengan kalender tahun 2014 maka terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26
Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Surat Keputusan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 873.4/0464/BKD tentang pemberian izin
perceraian atas nama dr Nirwansyah Parampasi, Sp PA. dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah
dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil,. isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan
perceraian dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka
bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
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fnempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti bahwa
Pemohon adalah seorang XxXXxXX XXXXXX XXXXX yang merupakan
warga/Penduduk yang bermukim di Kota palu, Sulawesi Tengabh;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
atas nama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, Nomor : 7271-
LU.08102015-0033 tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, bukti
tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya,
maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Salwa Fibula Mumtazah Parampasi adalah anak
kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Palu pada tanggal 31
Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut dihubungkan
dengan bukti T7.F, maka terbukti bahwa Salwa Fibula Mumtazah
Parampasi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir
di Palu pada tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah
(yang telah diperbaiki tanggal nikahnya) dengan akta nikah Nomor
284/29/X/2014 yang ditandangani oleh Mansur Lc.MA dari Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banawa, tanggal 29 November 2021;

Bukti surat tersebut telah dipertimbangkan bersama bukti P1
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menerangkan pembatalan Surat Keputusan Nomor 4336.3 tahun 2020
Tentang Sistem pembegian jasa pelayanan khusus Covid 19, tanggal 01
Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon
sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, terbukti bahwa
Surat Keputusan Nomor 4336.3 tahun 2020 Tentang Sistem pembegian
jasa pelayanan khusus Covid 19, tanggal 01 Juli 2020, telah dibatalkan
dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Keputusan Direktur Rumah
Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4336.4 Tahun
2020 tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Fotokopy Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 249/UM/2000/2000 an. Alif Tibia Zuhdi yang dikeluarkan
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tanggal 26 Mei 2000; bukti
tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) sesuai dengan aslinya,
maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa anak Alif Tibia Zuhdi, lahir di Palu pada tanggal 15
Mei tahun 2000 dari pasangan suami-istri Nirwansyah dan Neneng
Helijanti, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon
sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut, maka terbukti
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fladani Palu, tertanggal Maret 2021; bukti tersebut
h Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

menerangkan bahwa Pemohon (dr. Nirwansyah Parampasi, Sp.PA)
mempunyai penghasilan bersih perbulan sejumlah Rp.11.635.600,00
(Sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) relevan
dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga memenuhi
syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 tersebut, maka terbukti
Pemohon mempuyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp.
11.635.600,00 (Sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus
rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 ketiganya telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan
dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka
sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar
sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling
bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak
dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian
para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4
dan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan ketiga
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
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bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
gajukan bukti tertulis T1, T2, T3, T4, T5 (serta 1 exp

Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, Bukti tersebut dikeluarkan
oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Termohon adalah seorang PNS yang berdomisilih di JI. Jalur Gaza
Il blok Al No.1, xxxx xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan
oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T1
sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa
Termohon adalah seorang XXXXXXX XXXXXX XXXXX yang merupakan
warga/Penduduk yang bermukim di JI. Jalur Gaza |l blok Al No.1, Kota
palu, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas
nama Nirwansyah Parampasi sebagai kepala keluarga, Nomor
72711021907120001 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon
dan Termohon bersama 1 orang anaknya bernama Salwa Fibula
Mumtazah Parampasi adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 tersebut, terbukti Pemohon
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dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26
Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa fotokopi Sighat Ta’liq Thalaq,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya
yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Termohon dan 2
orang saksi, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang tidak
dibantah oleh Pemohon sehingga terhadap bukti tersebut dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 tersebut dapat digunakan jika
Termohon yang mengajukan perkara dalam pelanggaran sighat ta’liq Talaq
yakni perkara Cerai Gugat dengan alas an Khulu’, maka Majelis Hakim
menilai bukti tersebut tidak berhubungan dengan perkara Cerai Talak ini
sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa fotokopi Surat Tanda
Penerimaan Laporan Polisi atas nama pelapor Muflihah, Nomor
STPL/974/X1/2021/SPKT/Polres Palu/Polda Sulawesi Tengah, tanggal 08
November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Palu,
Ub. Kanit B SPKT, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
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e bahwa bukti T6 berupa fotokopi Surat Tanda
:A.-a Laporan Polisi atas nama pelapor Muflihah, Nomor
STPL/978/X1/2021/SPKT/Res Palu/Polda Sulteng, tanggal 10 November
2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Palu, Ub. Ps. Kanit
C SPKT, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai
dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah melaporkan
Pemohon dalam tindak pidana Penelantaran istri, relevan dengan dalil
yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat
materil, maka bukti T6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T7 berupa fotokopi Surat Pernyataan
Kepala Madrasah Raudhatul Athfal Nomor 138/RA/DWP.AG/1/PB/X1/2021
tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul
Athfal, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai
dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa ananda Salwa Fibula Mumtazah
Parampasi adalah benar murid pada Raudhatul Athfal DPW Kanwil Depag
Provinsi Sulawesi Tengah terhitung sejak tahun pelajaran 2019-2020 s.d
2021-2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon,
sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T7 sebagai akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7 tersebut terbukti bahwa

Hal. 95 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95



Disclaimer

yo.id

fazah Parampasi adalah benar murid pada Raudhatul
. ' Depag Provinsi Sulawesi Tengah terhitung sejak tahun
ran 20_|19-2 z_l s.d 2021-2022;

fbahwa bukti T8 berupa 1 bundel print out foto/scan

pemberian Pemohon kepada anak Salwa Fibula

ersgptit dipertimbangkan sebagai petunjuk dan bisa bernilai sebagai
.'ka didukung oleh alat bukti lain yang kuat;

Menimbang, bahwa bukti T9 (1 bundel) berupa Surat jawaban
permintaan data nomor B/5299/870/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021
yang dikeluarkan oleh Kabag Tata Usaha UPT Rumah Sakit Daerah
Madani, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai
dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah memberikan Daftar gaji dan
Tunjangan Penghasilan Pegawai atas nama dr. Nirwansyah bin Arsyad
Parampasi, sebagaimana Bukti T10, oleh karena itu bukti T9
dipertimbangkan dalam satu rangkaian dengan T10 yang menerangkan
tentang besaran gaji dan tembahan penghasilan Pemohon yaitu sejumlah
Rp.5.755.700,00 (Lima Juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus
rupiah) ditambah Rp.6.479.550,00 (Enam juta empat ratus tujuh puluh
Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat
materil, maka bukti T9 dan T10 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T11 berupa Surat dari Termohon kepada
Gubernur Sulawesi Tengah, tertanggal 04 April 2019, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, memenuhi syarat
formil. Bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat dinilai
sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti T12, T13, T14, T15, T16, T17 dan T18
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an ka.lset @D (Compak Disc) rekaman Video, Majelis Hakim
@n sebagai berikut:

homor—nomor/akun yang terkait dengan aktivitas tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: ayat (1) Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah, ayat (2) Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah
sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, melalui bantuan
operator atau provider, akan tercetak secara lengkap serta data-data
informasi tambahan seperti waktu, Tanggal, Bulan, dan Tahun pengiriman
secara lengkap. Jadi dengan demikian, apabila data-data yang ada pada
akun dalam perangkat elektronik telah dihapus, atau ada yang disimpan
dengan edit dan rekayasa tertentu sesuai dengan tujuan si pengguna,
print out yang diterbitkan oleh provider tetap menunjukan detil yang sesuai
secara apa adanya, pada saat sarana elektronik itu digunakan oleh
pelakunya. Kemudian bukti surat yang bersangkutan mempunyai
hubungan dengan alat bukti lain, di antaranya dapat dibuktikan
hubungannya dengan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat
penjelasan dan pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau
suat keadaan yang diminta secara resmi dari ahli, dalam hal ini bisa saja
seorang ahli telekomunikasi atau telematika yang akan memnberikan
pendapatnya secara independen, atau seorang ahli yang karena

pekerjaan atau jabatanya dalam perusahaan penyelenggara komunikasi
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Injuk oleh perusahaan tersebut untuk memberikan
hliannya. Maka dengan keterangan dari para ahli di
seperti tersebut diatas, yang menjelaskan akurasi dan
'naran berbagai bukti elektronik yang tercetak maka
urat, itu akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang

dengan isi dari alat pembuktian lain. Alat bukti surat dalam bentuk print
out apabila dilengkapi dengan keterangan dari seorang ahli yang
berkompeten di bidangnya, dalam hal ini adalah pakar teknologi
komunikasi, atau yang karena pekerjaan dan jabatanya ditunjuk oleh
perusahaan penyelenggaraan telpon seluler, dan juga menjadi surat
keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat keahliannya
mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi
kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi yang
mengatur mengenai permintaan data rekaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka bukti T12, T13, T14, T15, T16, T17 dan T18 serta
T19 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Chairiyyah binti Abdullah M.Bampe, SAKSI 5, Nurafifah binti Abd.
Rahman Bampe dan Roswati binti Abd. Gafar., keempatnya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkara dan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum
ini;;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa
yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka
sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar
sendiri oleh para saksi dan keterangan keempat saksi khusus mengenai
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi
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bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan

oleh  Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 1 orang anak, bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi
(Perempuan) umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun
lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Mei 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan dan dinasihati
oleh saudara kandung Termohon maupun keluarga namun tidak
berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak
ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Termohon telah pelaporkan Pemohon pada
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fidak tenteram bahkan keretakan atau perpecahan, tidak

lagi, perselisihan atau perbedaan terus mewarnai

akuea .7 damai, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan
sulit ditegakkan kembali, sampai pada gilirannya keutuhan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat dan sulit dipertahankan,
karenanya cukup beralasan hubungan Pemohon dengan Termohon
sebagai suami istri dapat diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon selaku suami
isteri, yang telah bersengketa dalam perkawinannya, menunjukkan sudah
tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghargai dan tidak saling
percaya dan pengertian, berlanjut Pemohon memilih mengakhairi
perkawinannya dengan mengajukan Permohonan cerai, artinya telah
terjadi ketidak cocokan dan perpecahan yang serius secara terus-
menerus antara Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut, tidak dapat
dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian akhir, dan salah satu alternatif
untuk menyelesaikannya hanyalah secara hukum vyaitu “mengakhiri
perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui perceraian”, sebagai
langkah terakhir mengakhiri sengketa perkawinan Pemohon dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri)
sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau
perkawinannya ditandai dalam hal ini Pemohon telah mengajukan
Permohonan cerai, dan telah ternyata telah hidup berpisah selama 2
tahun ditambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian untuk
merukunkan kembali baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun Mediator,
adalah dapat dipastikan bahwa ikatan lahir bathin Pemohon dengan
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DEEK nn yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16
tahun 2019, untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan
keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu
rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak layak
dipertahankan lagi dan tidak akan bermamfaat bahkan sebaliknya
berpotensi timbul mudarat manakala dipertahankan, secara hukum
menolak mudarat sangat penting dan harus diutamakan atau didahulukan,
sesuai gaidah Fighi/dalil syar’i dalam kitab Asybah wan Nadhaair
halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

dlasll cl> Gle paio awwlaall €0

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari
pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di
atas, bantahan Termohon pada dasarnya tidak dapat melemahkan
Permohonan Pemohon, karena bukti atau saksi-saksi yang diajukan
Termohon cenderung memperkuat dan mempertegas bahwa pada
dasarnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus-menerus, sudah tidak rukun lagi dan sulit
dirukunkan, sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun
sampai sekarang, Pemohon pergi tinggalkan rumabh, tidak kembali lagi

dan tidak dapat didamaikan;
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fnembentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019,
dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai
maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga
seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Bagarah ayat
227 sebagai berikut:

orle growws alll plo GMall Igo e 0ls

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam bertetap hati untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon
dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah
memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaiman diatur dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian berdasarkan pada Pasal 70 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan segala upaya untuk memperbaiki
dan merukunkan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh
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maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka

on tersebut untuk bercerai dengan Termohon patut
ulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang

bahwa Termohon dalam jawabannya telah
engajukan tuntutan balik/rekonvensi, maka dalam hal rekonvensi ini,
Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan
sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam
konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap
dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahap jawab
menjawab, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan, hal ini
sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg Jo. Yurisprudensi MA. RI. Nomor 1154
K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat mengajukan
gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang
sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan
terhadap Pemohon Konpensi dalam kedudukanya sekarang
sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi,
mohon dipandang telah dikemukakan dan termasuk dalam dalil
gugatan ini ;

3. Bahwa sebelum Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan
kepada Tergugat Rekonpensi berdasarkan Kompilasi Hukum
Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat

Talak Pasal 149 dan Pasal 152 serta tuntutan hak sepertiga gaji
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diatur dalam PP Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan
kan PP.No:45 Tahun 1990 yaitu :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib:a.memberikan mut'ah,
b.memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada
bekas isteri selama dalam iddah ;

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah
dari bekas suaminya ;

- Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu :

a. Ayat (1) : Apabila perceraian terjadi atas kehendak
XXXXXXX  XXXXXX  XXXXX pria maka wajib ia
menyerahkan sebagian gajinya untuk
penghidupan bekas istri dan anak ;

b. Ayat (2) : Sepertiga untuk XXXXXXX XXXXXX XXXXX pria yang
bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya,
dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;

4. Bahwa untuk mendukung gugatan Rekonpensi Penggugat dengan
ini memberikan acuan sumber pendapatan tetap sebagai PNSGol

IVb dan pendapatan tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit

Madani Propinsi Sulawesi Tengah dari Tergugat Rekonpensi

selama menjadi istri yang sah adalah sebagai berikut :

4.1. Adapun penghasilan tetap Tergugat Rekonpensi sebagai
Gaji PNS Gol IVb selama hidup bersama antara Pengugat
Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu :

a. Penghasilan Gaji PNS Gol IVb di Rumah Sakit Madani
Propinsi  Sulawesi Tengah sebesar perbulannya
Rp.5.755.700,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh
ratus rupiah) dan gaji Tergugat Rekonpensi selama
meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei
2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29
bulan X Rp.5.755.700 = Rp.166.915.300,- (seratus enam

Hal. 104 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



yo.id

jangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai PNS Gol
Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah

'dan TPP Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan
Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d
Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29 bulan X
Rp.7.700.000 = Rp.223.300.000,- (dua ratus dua puluh
tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
Total Gaji PNS Gol Ivb + Tunjangan Penghasilan Pegawai
selama 29 bulan adalah Rp.390.215.300,- (tiga ratus
sembilan puluh juta dua ratu lima belas ribu tiga ratus
rupiah);

4.2. Adapun penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi baik
sebagai Jasa Umum Direktur, Jasa Umum Dokter, Insentif
Covid 19 sebagai Direktur, Insentif Covid 19 sebagai Dokter
Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama
pandemi Covid 19 dan penghasilan tambahan BPJS sebagai
Direktur serta sebagai Dosen Pengajar di Universitas
Tadulako Palu Fakultas Kedokteran diantaranya sebagai
berikut :

a. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa
Umum sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi
Sulawesi Tengah selama hidup bersama antara Pengugat
Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan sebelum
Cofid 19 kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun

2021 vyaitu 29 bulan, jadi total dari 29 bulan X

Rp.20.000.000, = Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan

puluh juta rupiah) ;
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hidani Propinsi Sulawesi Tengah selama hidup bersama
htara  Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat

‘covid dari tahun 2020 dan 2021 pasien Covid ditangani
Rumah Sakit Madani pada bulan November dan
Desember 2020, Tergugat Rekonpensi mendapatkan 3%
(tiga persen) sebesar kurang lebih  Rp.800.000.000,-
(delapan ratus  juta rupiah) dari anggaran
Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk Rumah
Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengabh;

Ditahun 2021 Tergugat Rekonpensi memperoleh Jasa

Covid 19 sebagai Direktur atau Pimpinan di Rumah Sakit

Madani Propinsi Sulawesi Tengah dari bulan Januari 2021

ditetap Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap

bulan ;

c. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa

Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi
Sulawesi Tengah, dan pada tahun 2020 pasien Covid
rumah sakit madani bulan November dan Desember 2020,
Tergugat Rekonpensi mendapatkan dari Jasa Covid 19
sebagai Dokter Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
X 2 bulan = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) ;
Ditahun 2021 pada bulan Januari Tergugat Rekonpensi
mendapatkan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) Jasa Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit
Madani Propinsi Sulawesi Tengah ;

d. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Insentif

Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi

Sulawesi  Tengah selama  Tergugat Rekonpensi
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bhinggalkan  Penggugat Rekonpensi mendapatkan

sejak Covid 19 di bulan Maret 2020 sampai
jgptember 2021, jadi yang telah diterima Tergugat

Mekonpensi selama 14 bulan X  Rp.15.000.000 =

'Rp.210.000.000,— (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari BPJS

sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi

Tengah kurang lebih perbulannya Rp.40.000.000,- (empat

puluh juta rupiah) dan Jasa BPJS Tergugat Rekonpensi

selama meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal

1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi

total 29 bulan X Rp.40.000.000 =Rp.1.160.000.000,- (satu

milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

f. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi sebagai
Dosen Pengajar di Universitas Tadulako Palu Fakultas
Kedokteran perjam Rp.375.000, X pertahun =
Rp.21.000.000,- + Rp.21.000.000,- dan selama Tergugat
Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari
tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29
bulan, kurang lebih Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta
rupiah) ;

Total Penghasilan  Tergugat Rekonpensi  selama

meninggalkan Tergugat Rekonpensi yaitu 29 bulan diatas

ditaksir kurang lebih  sebesar Rp.390.215.300, +

Rp.3.972.000.000, = Rp.4.362.215.300, (empat milyar tiga

ratus enam puluh dua juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus

rupiah) ;

5. Bahwa sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan

terhadap Hak Asuh Anak, hal tersebut berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : huruf a.

Disclaimer
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afkah Anak mengaju pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian : huruf c.biaya pemeliharaan
ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 149 : huruf d.memberikan
biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
21 tahun. Olehnya itu Penggugat Rekonpensi berhak menuntut
kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah setiap
bulanya kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara
Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama
Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun Perbulannya
sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;

7. Bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi berhak pula menuntut
kepada Tergugat Rekonpensi untuk ganti rugi biaya hidup (Nafkah
Lampau) dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 hingga
sekarang Tergugat Rekonpensi meninggalkan tanggungjawabnya
sebagai kepala rumah tangga yang rinciannya sebagai berikut ;
Nafkah Lampau untuk Isteri dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober
tahun 2021, perbulannya sebesar Rp.10.000.000,- X 29 bulan =
Total Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Akibat Putusnya
Perkawinan dan Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152 Penggugat
Rekonvensi menuntut pula ;

- Pasal 149 : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah,

olehnya itu Penggugat Rekonpensi berhak
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menuntut Uang Mut,ah sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

. Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah
dari bekas suaminya, olehnya itu Penggugat
Rekonpensi menuntut Nafkah Iddah sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

a total tuntutan Penggugat Rekopensi kepada Tergugat

Rekonpensi yaitu Nafkah Lampau Rp.290.000.000,+ Nafkah

Mut'ah Rp.300.000.000,+ Nafkah Iddah Rp.300.000.000,yang

harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi jika ingin bercerai

sebesar Rp.890.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983
Pasal 8 dan disempurnakan PP No 45 Tahun 1990 Penggugat
Rekonpensi menuntut gaji Tergugat Rekonpensi sesuai Pasal 8
ayat (1), dan (2) PP 10/1983 untuk ditetapkan gaji sepertiga untuk
bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dan gaji Tergugat
Rekonpensi PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonpensi dari Penggugat
Rekonpensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak bisa
disangkali lagi keberadaannya oleh Tergugat Rekonpensi,
sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum dinyatakan dapat
dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding, atau
Kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:
a. Dalam Tindakan Pendahuluan
1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak
asuh kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi
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ama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6

di berikan kepada Penggugat Rekonpensi ;

ghukum Tergugat Rekonpensi memberikan dan

A1 menetapkan Nafkah setiap bulanya kepada anak yang lahir

} gari perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan

'ergugat Rekonpensi bernama Salwa Fibula Mumtazar

Parampasi, umur 6 Tahunsebesar Rp.10.000.000 (sepuluh

juta rupiah) hingga dewasa ;

3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk
membayar yaitu :

- Ganti rugi biaya hidup (Nafkah Lampau) untuk Isteri
selama meniggalkan tanggungjawab sebagai kepala
rumah tangga sebesar Rp.10.000.000,- X 29 bulan =
Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah);

- Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta
rupiah);

Total yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada

Penggugat Rekonpensi berupa tuntutan Nafkah Lampau +

Nafkah Mut'ah + Nafkah Iddah sebesar Rp.890.000.000,-

(delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi  untuk
menetapkan gaji sesuai Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP
10/1983 yaitu sepertiga gaji untuk bekas istrinya, dan
sepertiga untuk anak. Dari gaji Tergugat Rekonpensi
sebagai PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah) ;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan dan
menetapkan Hak Asuh kepada anak yang lahir dari
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awinan yang sah antara Penggugat Rekonpensi
n Tergugat Rekonpensi anak bernama Salwa Fibula
tazah Parampasi berumur 6 tahun jatuh kepada
gugat Rekonpensi ;

Fibula Mumtazah Parampasi setiap bulanya sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan
perbuatan ingkar janji atau lalai dari tanggungjawab
sebagai suami terhadap istri terhadap pemberian Nafkah
untuk Isteri tiap bulan sebesar Rp.10.000.000,-X 29 bulan =
Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

4. Menyatakan sah dan beralasan hukum terhadap tuntutan
Penggugat Rekonpensi terhadap Nafkah Lampau selama
29 bulan dan tuntutan Uang Mut,ah sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). +Nafkah Iddah
sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan
Total yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada
Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.890.000.000,- (delapan
ratus sembilan puluh juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan beralasan hukum tuntutan Penggugat
Rekonvensi terhadap untuk ditetapkan gaji di bagi sesuai
dengan Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 vyaitu gaji
sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak.
Dan gaji Tergugat Rekonpensi PNS Gol Vb setiap bulan
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlabih dahulu
walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
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Tergugat Rekonvensi semula Pemohon dalam
menolak semua dalil-dalii Penggugat Rekonvensi
mohon dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas-

dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 dalam
Rekonvensi, menyatakan seluruh dalil yang dikemukakan dalam
bagian Konpensi, mohon dipandang telah dikemukakan dan
termasuk dalam dalil gugatan ini, bahwa dikarenakan pada
konpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon telah menolak untuk
dilakukannya Cerai Talak, maka tidak dapatlah dalam Rekonvensi
ini Penggugat Rekonpensi/Termohon menggugat menyetujui
Cerai Talak, karena itu terjadi pertentangan atau kontradiksi
antara Konpensi dan Rekonpensi sehingga demi hukum gugatan
Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonvensi harus ditolak demi
hukum.

4. Bahwa dalam petitum Konpensi Termohon/Penggugat
Rekonpensi telah Menolak Permohonan Cerai Talak untuk
seluruhnya Namun didalam Gugatan Rekonpensinya menggugat
meminta uang nafkah lampau, meminta nafkah Mut'ah dan
meminta nafkah Iddah, jika meminta nahkah lampau, nafkah
Mutah dan nafkah Iddah maka berarti Penggugat
Rekonvensi/Termohon menyetujui Permohoan Cerai Talak,
mohon dicermati secara hukum gugatan Rekonpensi Termohon
bertentangan dengan Konpensi Termohon karena itu gugatan
Rekonpensi Termohon harus ditolak demi hukum.

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan keras dan

tegas menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada poin 4 secara
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Tergugat Rekonvensi/ Pemohon versi Penggugat
Agi/Termohon yang sangat mengada-ngada dan tidak
pkal, jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon mempunyai
anyak itu mungkin sudah punya rumah dimana-mana

n #Aobil mungkin sudah yang baru, sampai hari ini mobil
hon saja masih Avansa tahun 2013 dan jika Pemohon
punya uang sebanyak hitung-hitungan Penggugat
Rekonvensi/Termohon mungkin Tergugat Rekonpensi/Pemohon
sudah diperiksa BPK atau KPK darimana XXXXXXX XXXXXX XXXXX
dengan Jabatan Direktur RSUD Madani yang hanya menangani
jenis penyakit tertentu saja bisa punya uang sebanyak itu, tidak
masuk akal, kecuali mungkin Direktur RSUD Undata itupun masih
bisa dipertanyakan;

Bahwa dapat dijelaskan bahwa gaji Tergugat
Rekonpensi/Pemohon sebesar Rp 5.755.700 /Bulannya ditambah
dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai seorang
Direktur sebesar Rp. 7.700.000/Bulan, adapun tunjangan
fungsional yang dimaksud Termohon itu adalah tidak benar,
Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak berpraktek dikarenakan
Surat Tanda Registrasinya sudah mati sehingga tidak dapat
berpraktek sebagai seorang dokter;

Bahwa Apa yang dikatakan Penggugat Rekonpensi/Termohon
bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon mendapat jasa maupun
insentif dari penanganan covid itu sudah karangan Penggugat
Rekonpensi/Termohon karena tidak mungkin seorang dokter yang
tidak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dapat berpraktek dan
juga tidak mungkin seorang Pejabat struktural mendapat
tunjangan dobel dari Insentif Covid dan Tunjangan Tambahan
Penghasilan. Perlu dijelaskan disini bahwa yang menerima
insentif maupun jasa pelayanan Covid adalah Dokter, Perawat,
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an Tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang terlibat
dalam penanganan pasien Covid, Tergugat
si/Pemohon sebagai seorang Direktur tidak dibenarkan
atau menganggarkan jasa pelayanan covid untuk
Rumah Sakit Madani dikarenakan berpotensi melanggar
kyfd, olehnya itu Tergugat Rekonpensi/Pemohon sebagai
ur RS Madani mengeluarkan Surat Keputusan Tentang
Pembatalan Pemberian Jasa Pelayanan kepada Pejabat
Struktural dan jika ada yang sudah terlanjur dibayarkan maka
harus dikembalikan ke Negara lagi;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi/
Termohon dengan segala hitung-hitunganya itu adalah karangan
Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan tujuan mendapat uang
banyak dari hasil perceraian ini bahkan Penggugat Rekonpensi/
Termohon mengatakan juga penghasilan Tergugat Rekonvensi/
Pemohon sebagai pengajar dimana Penggugat Rekonpensi/
Termohon tidak tau bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon sudah
kurang lebih dua tahun tidak dipanggil lagi oleh pihak Untad
(Universitas Tadulako) hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh
cerita-cerita yang dibeberkan oleh Penggugat Rekonpensi/
Termohon sendiri kemana-mana, akhirnya Pemohon sudah tidak
diundang lagi sebagai pemateri, sifat mengajar Tergugat
Rekonpensi/ Pemohon di Untad (Universitas Tadulako) hanyalah
sesekali saja tidaklah tetap hanya sebagai Dosen tamu sehingga
jika hal ini juga dijadikan acuan untuk menghitung atau hitung-
hitungan maka hal itu kuranglah adil karena sifat mengajar tadi
hanya sebagai undangan bukan pekerjaan tetap sama halnya
dengan memberikan materi-materi diseminar-seminar sehingga
kalaupun Tergugat Rekonpensi/Pemohon diundang kembali untuk
memberikan materi itu sifatnya temporer (sesekali saja) bukan

permanen;
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Wwa terkait hak asuh dan nafkah anak Tergugat
i/ Pemohon berharap Yang Mulia Majelis Hakim

kemampuan finansial dari Tergugat

Termohon tidak mautau dengan hal tersebut Penggugat
Rekonpensi/Termohon hanya taunya yang senang-senang saja,
dan disamping itu juga Tergugat Rekonpensi/Pemohon masih
punya tanggungan biaya hidup anak pertama an. Alif Thibia Zuhdi
Parampasi, sehingga juga dalam kesempatan ini Tergugat
Rekonpensi/Pemohon tidak akan pernah memberikan uang tunai
kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk nafkah anak an.
Salwa Fibullah Mumtazah Parampasi karena Tergugat
Rekonpensi/Termohon khawatir dan takut uang tersebut bukan
digunakan untuk kepentingan anaknya tetapi digunakan untuk
kepentingan saudara-saudara, ponakan dari Penggugat
Rekonpensi/ Termohon. Tergugat Rekonpensi/Pemohon selama
ini selalu mengantarkan kebutuhan anak tersebut dalam bentuk
barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras, perlengkapan
sekolah, dan lain-lainya yang jika dinilai dengan uang sebesar
Rp. 1.750.000,-) dan juga menyediakan pengasuh sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Untuk itu Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan
Nafkah Anak an. Salwa Fibullah Mumtazah Parampasi
dilaksanakan seperti yang sudah berjalan saat ini.

7. Bahwa mengenai nafkah lampau dan masa iddah serta
uang mut'ah, maka perlu juga dipertimbangkan bahwa apakah
perbuatan Penggugat Rekonpensi/Termohon masuk dalam
kategori tidak taat pada suami (nusyuz) dan perlu
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Bhgkan pula tentang yang menguasai semua harta
adalah Penggugat Rekonpensi/Termohon, hasil kebun
) lokasi yang kurang lebih 2 Ha. yang mengambilnya

jgat Rekonpensi/Termohon yang pergunakan, dan uang-
yang diberikan secara sembunyi-sembunyi tanpa

dipertimbangkan dan pembaliknamaan Sertifikat Rumah dan
tanah kebun di 6 (enam) lokasi juga secara sembunyi-sembunyi
juga harus dipertimbangkan, karena sebab dari diajukannya
Permohonan Cerai Talak ini adalah juga dari kesalahan
Penggugat Rekonpensi/ Termohon, oleh karena itu untuk
memenuhi ketentuan hukum akibat dijatuhkannya cerai talak
dengan pertimbangan sebagaimana disebut dan juga
pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, maka
Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan yaitu untuk masa
Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) walaupun
sudah pisah meja ranjang selama 2 Tahun 5 Bulan dan untuk
uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta
uang nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) yang seharusnya tidak perlu diberikan karena sudah
menguasai dan menikmati seluruh harta dan kebun;

8. Bahwa Kembali Tergugat Konpensi/Pemohon tegaskan
bahwa Tergugat Konpensi/Pemohon masih memiliki tanggungan
anak 1 orang dan bekas isteri dari pernikahan sebelumnya dan
Penggugat Rekonpensi/Termohon sudah menyadari konsekwensi
sebagai Isteri kedua dari awal, karena itu untuk pemenuhan pasal
8 ayat (1) dan (2) mohon Yang Mulia Majelis Hakim
mempertimbangkannya dengan arif dan bijaksana, jika gaji harus
dibagi lagi maka nilainya sangat kecil, padahal Penggugat
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)$i/Termohon sudah menguasai dan menikmati seluruh
ebun;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon
'im untuk memutuskan sebagai berikut:

gruntuk seluruhnya;

peradilan yang baik Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik
dalam Rekonvensi dan Tergugat mengajukan Duplik dalam Rekonvensi
sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara dan untuk singkatnya
dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara
Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang
menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini
adalah : Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah madyah, nafkah
iddah, mut'ah, hak hadanah dan nafkah anak ?

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan menolak memberikan
nafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah karena Penggugat dianggap
Nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai
seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian
dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg,
Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah  mengajukan  bukti-bukti  sebagaimana telah
dipertimbangkan dalam duduk perkara dan sepanjang berkaitan dengan
Gugatan Rekonvensi, maka dianggap pula telah dipertimbangkan dalam
pertimbangan hukum mengenai Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-

dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah
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lalam duduk perkara dan sepanjang berkaitan dengan
5i, maka dianggap pula telah dipertimbangkan dalam
mengenai Rekonvensi;

', bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madyah)
lamanya terhitung mulai bulan Mei 2019 s/d bulan

LS
ii&‘i'g. Kt I sejumlah Rp 10.000.000,00; (Sepuluh puluh juta rupiah)
ke ¥ sehingga seluruhnya berjumlah Rp 290.000.000,00; (Dua
o rikggSetep by 99 ya ber] p 290.000.000,00; (
ra s€mbilan puluh juta rupiah), namun Tergugat menolak memberikan

hafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah karena Penggugat dianggap
Nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan apakah Penggugat dalam keadaan Nusyuz atau
tidak, karena itu sangat menentukan diterima atau tidaknya gugatan
Penggugat mengenai nafkah, dan biaya rumah tangga lainnya
sebagaimana pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1)
bahwa istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali
dengan alas an yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik
saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa setelah
terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat
pindah ke jalan Jeruk kemudian dimediasi keluarga namun tidak berhasil,
kamudian terakhir pernah dinasihati oleh saudara kandung Penggugat
melalui telepon akan tetapi tidak berhasil, Tergugat meninggalkan
Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah kembali sampai
sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal pada tempat
kediaman bersama di jalan jalur Gaza, kota Palu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, majelis menilai bahwa Penggugat tetap tamkin pada tempat tinggal
yang disepakati bersama, yakni di Jl. Jalur Gaza II, blok A | No.1,
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K, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXxX, hal ini sesuai juga
P3, jika Penggugat tidak menjalankan kewajibannya
listri hal tersebut bukanlah suatu kehendak dari

tetapi karena suatu keadaan dimana Tergugat
at kediaman bersama yang menyebabkan Penggugat

enimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5)
Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada
istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku
sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz.
Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan
dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri
merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu,
melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah
dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzab
juz Il halaman 125 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim,

menyatakan:
Cradll (inay Tl Y g A5ad B Ups ARES & e Baa uae g (BTG el

Artinya : “Dan  jika suami tidak memberikan nafkah hingga
lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi
hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur
hutang tersebut dengan melewati suatu masa”.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madyah dibantah
oleh Tergugat dan menolak membayar dengan alas an Penggugat telah
menguasai harta bersama termasuk 6 bidang kebun serta hasilnya dan
lagi pula Penggugat dalam keadaan Nusyuz, akan tetapi Tergugat
mengaku akan memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat sejumlah

Hal. 119 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Mahkamah Agung Republik Indonesia
yo.id

tlap bulan oleh Tergugat berkisar antara Rp.11.635.600,00 (Sebelas juta
enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) sampai
Rp.12.235.250,00 (Dua belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus
lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, nafkah yang dilalaikan Tergugat terbukti selama 29 bulan
maka gugatan nafkah madyah Penggugat dapat dikabulkan sebagian,
untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah madiyah yang
harus dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kepatutan yaitu
sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan di kali 29 bulan,
total sejumlah Rp 58.000.000,00 (Lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat
sejumlah Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) Tergugat dalam
jawabannya menyatakan menolak membayar karena Penggugat dalam
keadaan Nusyuz, akan tetapi Tergugat mengaku akan memberikan nafkah
iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta
rupiah).dan ternyata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas
Penggugat tidak terbukti Nusyuz, maka tuntutan mengenai nafkah iddah
dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh
suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak

nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi
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jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan

ah suami juga kebutuhan istri saat ini secara wajar;
Men.limba } bahwa mengenai kewajiban memberi nafkah iddah,
= Majelis Hakif rujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam

zzhb juz Il, halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat

LAl g ) Ll cage g L WS I Jad all ama A5 s el  ShIa 130

Artinya : “Apabila suami mencerai istrinya yang telah disetubuhi
dengan talak raj’l, maka dia harus menyediakan tempat tinggal
dan nafkah selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat diwajibkan
membayar nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp 15.000.000,00
(Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat
membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga
ratus juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak, akan
tetapi Tergugat mengaku akan memberikan Mut'ah kepada Penggugat
sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut
diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam, karena mut’ah itu di samping merupakan kewajiban syariat
juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang
sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh
suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut’ah ini telah
ditetapkan Allah SWT melalui firmannya dalam surah al Bagarah ayat 241
yang berbunyi;

ool (e la> g, 20ll glio caalln ollg
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daliadl be ko goa A g 3 Ale s

VArtinya : "Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai”.
Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah
yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas
kepatutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai suami istri dan
kemampuan Tergugat itu sendiri yang bekerja sebagai PNS, dengan
kisaran gaji perbulan antara Rp.11.635.600,00 (Sebelas juta enam ratus
tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) sampai Rp.12.235.250,00 (Dua
belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 dan P1 Terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama
kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan
dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan
mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya
bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya sehingga
sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari
Tergugat, namun karena tuntutan Penggugat tersebut dipandang cukup
besar dan akan memberatkan Tergugat yang pengahsilannya sangat
terbatas, lagi pula Tergugat telah dibebani untuk membayar nafkah
lampau dan nafkah iddah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut,
tuntutan Penggugat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, dan
Tergugat mengaku akan memberikan Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,
(Sepuluh juta rupiah) sehingga oleh karenanya tuntutan mut'ah dapat
dikabulkan sebagian dan Mejelis Hakim menetapkan Mut'ah tersebut yang
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Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus
dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, berlaku sampai anak
itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan hal ini menjadi tanggung jawab
bersama berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua
orangtuanya telah putus atau bercerai, sesuai dengan maksud Pasal 45
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz,
maka berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum
Islam “bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung
oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa anak tersebut tentunya masih sangat
membutuhkan kasih sayang ibunya yang secara psikologis lebih memiliki
sensitivitas, rasa iba dan kedekatan hubungan batiniah dengan anaknya,
hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih
oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis sebagaimana tercantum
dalam Kitab Bajuri juz Il halaman 195 :

=1 g9 g lgio alg aizg; JzJl G, I3]s
ais o=y
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bgfdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak

ﬁjelt dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai hadhonah
terhadap anak tersebut patut dikabulkan dan oleh karenanya memberikan
hak asuh/pemeliharaannya kepada Penggugat sampai anak tersebut
berumur 12 tahun (Mumayyiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan dan
pemeliharaan Penggugat in casu Ibunya, maka Tergugat in casu ayah
kandungnya harus diberi akses seluas-luasnya dan tidak bisa saling
menghalangi untuk bertemu dengan anak kandungnya, karena Penggugat
dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk berbuat yang
terbaik semata-mata berdasarkan kepentingan anak (the best interes of
the child) baik mengenai pertumbuhan jasmani dan Rohani, maupun
kecerdasan dan Pendidikan agamanya, terutama memberikan biaya hidup
dan biaya pendidikan kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan SEMA (Surat
Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 1 tahun 2017 bahwa apabila
Tergugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka
telah beralasan hukum Tergugat untuk dapat mengajukan Pencabutan hak
pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat
membayar nafkah pemeliharaan anak bernama Salwa Fibula Mumtazah
Parampasi sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) perbulan
sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
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bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak untuk
pemeliharaan anak secara tunai, akan tetapi Tergugat

langsung kepada anak barupa barang sesuai
_  demikian berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (e)

Islam “bilamana terjadi perselisihan mengenai

— enimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (3)
Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh
ayahnya”, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan biaya
pemeliharaan anak harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan
disisi lain juga harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat tersebut
dipandang kurang adil karena dengan jumlah tersebut akan memberatkan
Tergugat, karena Tergugat juga masih mempunyai tanggungan 1 orang
anak dari pernikahan Tergugat yang pertama sesuai bukti P7, bahwa
dengan pertimbangan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja
sebagai ASN dan mempunyai penghasilan yang tetap serta tanggung
jawab yang sama terhadap anak, oleh karena itu gugatan Penggugat
mengenai biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak tersebut dapat
dikabulkan sebagian yaitu minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta
lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan
dengan ketentuan ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun, hingga anak
tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 Tahun), hal ini sejalan dengan
ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, kewajiban Tergugat memberi nafkah lampau, iddah dan
mut'ah harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak |,
hal ini sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017;
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bahwa tuntutan Tergugat mengenai pembagian
istri dan anak jika terjadi perceraian menurut Majelis
Mp diantara Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya

Xxxxxxx XXXXXX XXXXX (vide Putusan MA. No. 11 K/AG/2001 tanggal 10
Juli 2003), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan
Penggugat tentang pembagian sepertiga gaji tersebut harus dinyatakan
tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat untuk agar
putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad)
walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan serta-merta (uitvoerbaar bij vooraad)
telah diatur dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg/pasal 181 ayat (1) HIR, pasal
54 dan 55 Ry, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000
dan sema nomor 4 tahun 2001,

Menimbang, bahwa dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 telah
menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus
dengan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij vooraad), selanjutnya SEMA
nomor 4 tahun 2021 telah ditentukan agar setiap pelaksanaan putusan
serta-merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan
barang/benda obyek eksekusi. Oleh karena itu jika Penggugat tidak
memberikan jaminan maka seharusnya Majelis Hakim menolak
permohonan putusan serta-merta yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan putusan
serta-merta juga diperhitungkan jika obyek tersebut menunggu putusan
berkekuatan hukum tetap nilainya akan habis atau berkurang atau barang
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k, sedangkan obyek sengketa dalam perkara a quo
nilainya tidak akan berkurang;
bahwa berdasarkan pertimbngsn-pertimbangan

bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam
rekonvensi tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan

sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang
Pengadilan Agama Palu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
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ang harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar

talak;

3. Menetapkan anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXxXX (Perempuan),
umur 6 Tahun tetap berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan
Penggugat, dengan ketentuan pemegang hak hadhanah memberi
akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa
Nafkah anak bernama XXxXXXXXXXXXXXXXxxxx (Perempuan), umur 6
Tahun minimal sejumlah Rp. 1.500.000; (Satu juta lima ratus ribu
rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur
21 tahun), ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar
biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Dalan Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Senin tanggal 14 Miladiyah bertepatan dengan
tanggal 13 Rajab Hijriyah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis,
Hj. Muwafigoh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
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dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai
dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi

lya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi didampingi

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar
Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp.30.000,00
- ATK Perkara : Rp.75.000,00
- Panggilan : Rp.240.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00

- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00
Jumlah : Rp.385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu
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Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.
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